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POTRET DEMOKRASI

STUDI TENTANG PERAN CSO DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DI KUBU RAYA-KALIMANTAN BARAT, MERAUKE-PAPUA DAN NAGAN RAYA-ACEH

BAB I

LATAR BELAKANG
A. Kenapa Demokrasi

Sebagian besar bangsa-bangsa kalau tidak seluruhnya telah menganut demokrasi sebagai sistem untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi ditemukan dan dapat dipraktekkan di dalam sebuah komunitas sederhana, di dalam bentuk-bentuk asosiasional warga, di dalam kelompok-kelompok hobi, di dalam kelompok-kelompok kepentingan sampai pada tingkat yang lebih rumit dan komplek yaitu di dalam negara. Demokrasi, meskipun sempat hilang dalam catatan sejarah, telah berumur tua dan kemungkinan akan hidup dan bertumbuh di masa mendatang. 
Tentu kita bertanya kenapa kita butuh demokrasi? Terdapat banyak argumen yang diajukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satunya adalah jawaban berdasarkan nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Demokrasi memiliki nilai yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem lain di luar demokrasi. Pertama, kesetaraan. Dahl berpandangan bahwa kesetaraan adalah nilai etis yang secara intrinsik benar. Konsep kesetaraan dan kesamaan yang dimaksudkan didasarkan kepada bagaimana memandang manusia sebagai citra Tuhan yang memiliki martabat yang harus dihormati. Pertimbangan moral, etika dan agamalah yang mendasari bahwa manusia harus diperlakukan sama.
  
Kedua, kebebasan. Isaiah Berlin membagi “kebebasan” ke dalam dua jenis kebebasan: kebebasan dari (freedom from-negatif) dan kebebasan untuk (freedom for-positif). Demokrasi memberikan peluang bagi manusia terbebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, penyiksaan dan kemiskinan. Demokrasi juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk secara bebas menentukan hidup, menentukan nasib sendiri, memilih kewarganegaraan, pekerjaan dan lain sebagainya. Ketiga, ke-publik-an. Di dalam demokrasi publik adalah sebuah arena di mana kebutuhan, nalar dan kehendak publik dirumuskan sebagai bentuk aktual kepentingan bersama. Karena publik adalah aktualisasi kepentingan bersama maka ia menghendaki kontrol rakyat atas penyelenggaraan kepentingan-kepentingan tersebut berdasarkan kesetaraan politik (Betham) dan kebebasan (Berlin). 
B. CSO dalam Demokratisasi

Lebih lima belas tahun demokratisasi di Indonesia telah digulirkan. Beragam rekayasa telah dilakukan untuk mematangkan demokrasi agar memberikan kontribusi kepada terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selama periode tersebut demokratisasi telah menghasilkan kebijakan desentralisasi yang tidak hanya menjadi monopoli pemerintah (negara)-intra bureaucratic transfer of power and authority- namun desentralisasi meniscayakan keterlibatan aktor non-negara, CSOs adalah salah satunya. Sebabnya, desentralisasi tidak hanya dapat dipandang sebagai “teknokratisasi” akan tetapi ia hadir di tengah masyarakat yang memiliki locus sosial-politik tertentu berikut dengan segala turunan dan implikasinya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah locus sosial-politik desentralisasi tersebut mengindahkan nilai-nilai demokrasi atau apakah locus tersebut dikelola secara demokratis apa tidak. 
Untuk menjawabnya ada baiknya kita menengok gagasan Larry Diamond – dikutip oleh Sutoro Eko- tentang kaitan desentralisasi dan demokratisasi. Inti argumen Diamond adalah bahwa desentralisasi dimaksudkan untuk menyebarkan dan memperkuat demokrasi. Terdapat lima alasan di mana desentralisasi dapat memperdalam dan memupuk demokrasi. Pertama, ia dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan ketrampilan demokrasi di kalangan warga. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan lokal. Ketiga, memberikan kesempatan akses pada pusat-pusat kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang termajinalkan karena meningkatnya representasi demokrasi. Keempat, meningkatkan kontrol dan keseimbangan kekuasaan pusat. Kelima, memberikan peluang bagi partai dan faksi-faksi oposisi di tingkat pusat untuk memberikan pengaruh di tingkat lokal
. 
Kondisi di atas tidak serta merta terjadi. Dibutuhkan partisipasi yang penuh dari seluruh warga dengan memaksimalkan saluran-saluran demokrasi yang ada agar desentralisasi tidak hanya memfasilitasi lahirnya kelompok-kelompok yang justru bertolak belakang dengan maksud desentralisasi. Dalam banyak pengalaman di Indonesia nampaknya idealisasi desentralisasi tak berbanding lurus dengan realitas yang terjadi. Di tingkat lokal, desentralisasi justru menumbuhkan “raja-raja kecil” yang memperkaya diri dengan cara-cara korupsi, menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya sembari melumpuhkan partisipasi dan kritisisme warga. Tidak heran jika di Palma menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan “perekayasaan-perekayasaan” yang terus menerus tanpa henti agar dalam - bahasa Robert Putnam – membuat demokrasi bekerja (making democracy work). Dalam argumen ini, salah satu bentuk perekayasaan demokrasi adalah dengan memperkuat kapasitas Civil Society (CS) agar mereka berpartisipasi dalam desentralisasi. Jika demikian, peran dan kapasitas demokratik CSO sangat penting di era desentralisasi dan otonomi daerah ini untuk keberdayaan CS melalui partisipasi mereka dalam demokrasi. 

Civil Society yang well organized (CSO) memiliki peran yang signifikan dalam mendorong demokratisasi di Indonesia. Konsep CS jika dilihat dari sejarah kemunculannya bermakna sebagai arena untuk mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan material dan intelektual, moral dan budaya masyarakat
. Meski dalam konsep negara modern seperti yang disebutkan Rajesh, peran negara dan masyarakat sipil dipisahkan, namun peran negara dan masyarakat sipil seringkali masih dianggap kabur karena sama-sama melaksanakan dan mengorgansiasikan kepentingan masyarakat (publik). 
Jika dicermati lebih jauh mengenai masyarakat sipil  dan negara, pada dasarnya negara mengambil peran yang lebih dominan dari masyarakat sipil, dimana negara menguasai dan membuat kebijakan ekonomi makro, menentukan hukum dan ketertiban serta mendominasi pengaturan mengenai keberadaan industri-industri
. Sehingga dari sini tampak jelas bahwa negara menguasai hampir seluruh lini publik dan memiliki hak yang lebih tinggi dalam menerapkan aturan kebijakan. Konsekuensi dari bentuk dominasi semacam ini lama- kelamaan berakibat pada melemahnya peran masyarakat sipil untuk turut serta dalam pembangunan dan penentuan kebijakan, di mana masyarakat sipil dianggap hanya sekedar “konsumen” kebijakan negara yang bersifat pasif
. Masyarakat sipil alih-alih mendapat perwakilan kepentingannya dalam birokrasi negara, justru menjadi korban eksploitasi dan pemaksaan kebijakan untuk kepentingan kaum elite negara. 
Padahal sejatinya hubungan yang semestinya terjadi antara masyarakat sipil dan negara merupakan hubungan yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Bratton mengilustrasikannya seperti metafor “yin-yang”. Di mana negara mewakili politik dominasi dan masyarakat mewakili politik persetujuan. Berdasarkan posisi ini maka negara mewakili unsur penyelenggaran dan masyarakat sipil menciptakan nilai nilai yang menjadi kerangka kerja normatif bagi penyelenggaraan negara
.

Dalam pandangan demokrasi deliberatif, legitimasi suatu keputusan politik atau pemerintahan ditempatkan atas dasar deliberasi warga yang bebas dan setara terutama dalam mengeluarkan pandangan dan visinya terkait kebijakan publik
. Dengan pendekatan deliberatif ini, tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan publik, namun juga pada aspek tertentu  meningkatkan pemahaman individu terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh warga atau individu itu sendiri. 
Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, bahwa karakter negara dan birokrasi yang dominan terhadap penentuan kebijakan publik, pada dasarnya menuntut adanya upaya pengawalan dari masyarakat sipil agar kebijakan tersebut benar-benar telah mewakili gagasan umum yang dicitakan masyarakat. Karenanya kajian terhadap peran masyarakat sipil merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisai dan demokrasi lokal seperti Indonesia. 
Istilah Civil Society Organisastion (CSO)  memiliki banyak varian definisi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan situasi dan kondisi yang berbeda-berbeda di setiap tempat
. Dari berbagai definisi yang berkembang paling tidak CSO/OMS mengandung definisi sebagai “organisasi kemasyarakatan yang terbagi menjadi organisasi massa, organisasi rakyat, organisasi profesi, organisasi komunitas, dan organisasi NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat. Fokus kerja organisasi sangat ditentukan berdasarkan visi dan misi serta kemampuan merealisasikan mandat yang tertuang dalam visi dan misi tersebut. Namun penelitian ini memberikan porsi yang lebih kepada NGO/LSM sembari juga menelaah bentuk-bentuk lain CSO/OMS seperti organisasi massa, organisasi mahasiswa, organisasi berbasis komunitas, dan seterusnya. 
C. Agenda Penelitian

Penelitian ini memiliki agenda untuk menjawab bagaimana  PERAN  dan KEMAMPUAN CSO- khususnya perempuan- dalam mengembangkan demokrasi? Tantangan dan peluang apa yang dihadapi oleh CSO dalam mendorong partisipasi warga di dalam demokrasi?
D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menjadi bagian terpadu dari proyek berjudul Human Rights and Democracy Actors Reinforcement Alliances to Strengthen Democracy In Indonesia, kerja sama Yayasan SATUNAMA Yogyakarta dengan The United Nation Democracy Fund (UNDEF). Proyek ini dilaksanakan di tiga kabupaten di tiga provinsi di Indonesia, yaitu di Merauke-Papua, Nagan Raya-Aceh dan Kubu Raya-Kalimantan Barat. Artinya penelitian ini dimaksudkan untuk membantu memberikan landasan basis data dan rekomendasi bagi pelaksanaan projek. 
Berdasarkan proposal proyek dan proposal penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

· Mengetahui secara lebih dalam dan lebih akurat kondisi CSO di tiga area projek yaitu Merauke-Papua, Kubu Raya-Kalimantan Barat dan Nagan Raya-Aceh khusunya peran perempuan, termasuk proses advokasi yang telah dilakukan. 
· Mengidentifikasi para aktor demokratis potensial (LSM dan CSO) di tiga wilayah program.
· Mengukur kapasitas para aktor demokratik alternatif dalam menggunakan alat-alat demokrasi yang tersedia. 
· Menaksir penerapan demokrasi dalam melaksanakan pengendalian dan tekanan kepada pemerintah, konsolidasi, jaringan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi. 
· Mengidentifikasi peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh CSO khususnya perempuan dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. 
· Menghasilkan srategi dan peta jalan bagi peningkatan kapasitas, kapabilitas dan bentuk-bentuk lain partisipasi CSO, khususnya peran perempuan.

· Memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi pelaksanaan proyek seperti bentuk-bentuk pengembangan kapasitas  di level individu, kelompok dan organisasi dan bentuk-bentuk partisipasi warga (forum warga) yang dapat mendukung sistem demokrasi. 

E. Metode Penelitian
Berpijak pada persoalan yang menjadi fokus penelitian ini maka penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk membedah persoalan bagaimana peran CSO di tiga area projek Merauke-Papua, Nagan Raya-Aceh dan Kubu Raya-Kalimantan Barat dalam memperkuat demokrasi. Metode studi kasus diyakini sebagai metode yang tepat untuk membedah persoalan yang diangkat. Menurut Patton (2002:447) studi kasus (case studies) bukan merupakan suatu metode ilmiah yang spesifik, melainkan lebih merupakan suatu metode yang lazim diterapkan untuk memberikan penekanan pada spesifikasi dari unit-unit atau kasus-kasus yang diteliti. Metode studi kasus berorientasi pada sifat-sifat yang unik (casual) dari unit-unit yang sedang diteliti berkenan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus perhatian. 
Sependapat dengan pandangan Patton, penjelasan Robert K Yin (2006) menunjukkan bahwa studi kasus merupakan metode yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan Bagaimana dan Kenapa, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena terkini dalam konteks kehidupan nyata, dalam hal kondisi terkini CSO di masing-masing area projek. Dalam konteks melihat fenomena kontemporer seperti yang dikatakan Robert K.Yin inilah,  penelitian ini hendak diarahkan. 
Agenda utama atau fokus perhatian penelitian yang hendak digali adalah bagaimana peran dan kemampuan CSO, khususnya perempuan dalam mendorong proses domokrasi di area projek Merauke-Papua, Nagan Raya-Aceh dan Kubu Raya-Kalimantan Barat.  Tentu saja, potret demokrasi di tiga area projek ini memiliki kekhasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sangat tergantung pada peran-peran, kemampuan, kapasitas CSO di masing-masing area projek. Tentu saja potret demokrasi juga dipengaruhi oleh kontek lokal masing-masing area projek yang melingkupi dan ikut mempengaruhi pilihan-pilihan peran CSO. 
Hal Ini sebangun dengan pendapat Patton (2002), bahwa studi kasus merupakan upaya untuk mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis data tentang kasus-kasus tertentu (peran dan kapasitas CSO) berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian peneliti untuk kemudian data tersebut dibanding-bandingkan satu dengan lainnya dengan tetap berpegang pada prinsip holistik dan kontekstual. Begitu pula pendapat Yin (2006), bahwa studi kasus berusaha menemukan tipikal kasus-kasus untuk kemudian menemukan perbandingan tentang potret demokrasi di Merauke-Papua, Nagan Raya-Aceh dan Kubu Raya-Kalimantan Barat. 
F. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan empat metode pengumpulan data. Pertama, wawancara mendalam (In-Depth interview). Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan/narasumber, meliputi: (1) para aktivis CSO dan pemimpin CSO di tiga area projek; (2) tokoh agama; (3) anggota DPRD dari masing-masing area projek; (4) dosen perguruan tinggi; (5) anggota KPUD di masing-masing area projek; (6) pemerintah daerah/dinas, dan; (7) wartawan/mantan wartawan di tiga area projek. Bentuk wawancara yang dipilih adalah bertipe open-ended.
Kedua, Observasi Langsung. Observasi langsung yang dimaksud dalam konteks penelitian studi kasus untuk melihat potret demokrasi di Merauke, Nagan Raya dan Kubu Raya adalah mengamati dan berdiskusi secara langsung  dengan aneka aktor di masing-masing area projek ini. Peneliti melakukan kunjungan langsung kepada beberapa narasumber dan mengamati dan mendengar bagaimana mereka menjalin hubungan di antara mereka sesama CSO dan pemerintah/DPRD.  
Ketiga, Focus Group Discussion (FGD). Teknik FGD digunakan untuk memperdalam dan mempertajam informasi-informasi yang kurang jelas atau sesuatu yang baru, yang menarik di dalam sesi wawancara namun belum sempat didalami. FGD dilakukan dengan melibatkan tiga lapisan, yaitu masyarakat, CSO dan elit meliputi aktivis CSO, anggota serikat perempuan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, wartawan, dosen, pengurus partai/Caleg, anggota DPRD. 
Keempat, data-data juga dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus dan agenda penelitian. Misalnya saja data yang disediakan dan didapat dari KPUD masing-masing area projek, berupa data anggota DPRD dan foto-foto Pilkada. Selain dokumen-dokumen tersebut, penelitian juga menggunakan beberapa pemberitaan media lokal dan media alternatif yang diterbitkan oleh salah satu CSO di area projek. 
BAB II

POTRET DEMOKRASI DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (CSO) DI KUBU RAYA-KALIMANTAN BARAT
A. PENDAHULUAN
Pemekaran kabupaten/kota adalah salah satu bentuk ekses kebijakan desentralisasi. Bersamaan dengan kebijakan desentralisasi beragam usulan pemekaran muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Daerah-daerah yang memungkinkan secara wilayah, administrasi, sosial-budaya dan ekonomi dapat saja mengajukan pemisahan diri dari kabupaten induk untuk berdiri sendiri sebagai kabupaten baru. Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat adalah salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak.  Secara administratif Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi sembilan kecamatan yatiu: (1) Sungai Raya terdiri dari 12 desa (2) Teluk Pakedai terdiri dari 14 desa; (3) Batu Ampar terdiri dari 14 desa; (4) Terentang terdiri dari 9 desa (5) Kubu terdiri dari 18 desa; (6) Sungai Kakap terdiri dari 12 desa; (7) Rasau Jaya teridiri dari 5 desa; (8) Sungai Ambawang terdiri dari 12 desa, dan (9) Kuala Mandor terdiri dari 5 desa. 
Kabupaten Kubu Raya dikenal sebagai daerah multikultural. Identitas yang berbasiskan pada etnisitas, agama dan budaya sangat kental terasa, dan seakan menjadi ciri khas, di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat ini. Beragam atribut yang merepresentasikan etnis dan budaya tertentu dengan mudah dapat dijumpai dalam ruang-ruang publik di Kabupaten Kubu Raya. Perjumpaan antaretnis, suku, agama dan budaya seringkali menimbulkan ekses-ekses negatif daripada positif. Terutama antara suku/etnis pendatang dengan suku asli setempat. 

Konflik berbau SARA yang diikuti oleh kebangkitan adat dan politik identitas pada taraf tertentu dipengaruhi oleh diskriminasi, eksploitasi, kemiskinan dan distribusi sumber daya yang menguntungkan satu pihak pada satu sisi dan merugikan yang lain pada sisi yang lain. Jika salah dikelola bukan tidak mungkin suatu masyarakat multikultural yang semestinya kita rayakan bisa saja berkembang mengentalkan politik identitas yang tidak memberikan ruang pada identitas lain. Hal ini adalah salah satu bentuk kelemahan masyarakat multikulral yaitu berpotensi menguatnya politik identitas. Bahkan lebih menyedihkan apabila mewujud dalam hasrat untuk menyingkirkan identitas kultural yang lain. 
Kalimantan Barat memiliki pengalaman konflik kekerasan komunal paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Tidak heran jika seorang ilmuwan memberi judul bukunya “Perang Kota Kecil” untuk menggambarkan betapa dahsyatnya konflik komunal yang terjadi sepanjang 1997-2000 di Kalimantan Barat. Pengalaman pahit ini masih terasa hingga setelah demokratisasi berlangsung lebih dari lima belas tahun. Pengamalaman konflik komunal dan kuatnya politik identitas di Kalimantan Barat, khususnya di Kubu Raya menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan CSO dalam memperkuat demokrasi. 
Bagian II ini akan menggambarkan konteks sosial-politik CSO, fokus isu dan metode serta limitasi dari masing-masing CSO. Bagian ini juga akan mendeskripsikan bagaimana partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik serta apa saja yang menjadi tantangan dan peluang yang dimiliki CSO dalam mengembangkan demokrasi. Bagian akan ditutup dengan mengajukan beberapa alternatif strategi dan rekomendasi bagi pengembangan demokrasi di Kubu Raya-Kalimantan Barat. Sistematika seperti ini juga akan digunakan peneliti dalam menjelaskan bagaimana peran CSO dalam demokratisasi di Merauke-Papua dan di Nagan Raya-Aceh yang akan diulas pada bagian III dan bagian IV. 
B. KONTEKS SOSIAL-POLITIK CSO DI KUBU RAYA
Salah satu yang semarak hadir menjelang dan setelah kejatuhan Soeharto adalah menguatnya politik identitas. Tidak jarang dan hampir selalu kemunculan politik identitas ini dibarengi oleh kekerasan-kekerasan komunal yang mengerikan. Salah satu contoh di Kalimantan Barat adalah konflik kekerasan komunal yang melibatkan etnis Dayak, etnis Melayu dan etnis Madura pada tahun 1997 dan tahun 1999. Ketiga etnis ini saling menyerang, membakar rumah, merampas dan membunuh anggota etnis yang dianggap lawannya. Sudah banyak penjelasan kenapa kekerasan komunal seperti ini bisa terjadi. Ada yang berpendapat bahwa kekerasan-kekerasan ini disokong secara diam-diam oleh anasir-anasir loyalis Soeharto, dan dalam praktek di lapangan dilakukan oleh provokator-provokator lapangan dengan menyulut sentimen etnik dan agama (Yekti Maunati, 2004: 1). Tidak bermaksud mengeyampingkan pendapat yang beraroma konspirasi ini, persoalan etnis dan agama merupakan isu-isu sensitif dan jika tidak terkola dengan baik maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 
Keragaman identitas yang berusaha dikubur dalam dalam oleh penguasa Orde Baru tiba-tiba bangkit tidak terkendali mewarnai politik Indonesia. Ketika Soeharto masih berkuasa pembicaraan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) adalah sesuatu yang terlarang dan dilipat begitu saja dalam halaman buku-buku Orde Baru. SARA ditundukkan dan tidak boleh dibicarakan demi stabilitas politik Orde Baru. Meskipun diperbolehkan untuk dibicarakan itupun demi memberikan dukungan bagi stabilitas politik rejim. Kemunculan sentimen identitas di berbagai daerah di Indonesia mengkonfirmasi bahwa persoalan SARA tidak benar-benar hilang dari benak orang-orang Indonesia. Sekaligus menunjukkan bahwa Orde Baru tidak benar-benar sanggup dan berhasil menghapuskan sentimen SARA dari praktek politik di Indonesia. Karena reaksi-reaksi emosional bahkan brutal berlatarbelakang SARA menjadi penanda politik Indonesia pasca Soeharto.   
Di Kalimantan Barat, selain etnis Dayak dan etnis Melayu yang disebut-sebut sebagai etnis yang mengklaim diri sebagai suku asli Kalimantan Barat, di Kabupaten Kubu Raya juga terdapat suku Bugis, Cina, Madura, dan Jawa. Mereka yang disebut belakangan ini adalah suku pendatang di Kalimantan Barat yang datang karena alasan berdagang, bertani dan transmigrasi. Pada setiap suku ada tokoh panutan yang berpengaruh kepada suku masing-masing. Tokoh-tokoh tersebut saling membangun kontak satu sama lain untuk kepentingan tertentu. 

Persoalan etnisitas, suku dan agama mempengaruhi dan mewarnai dinamika sosial-politik. Preferensi politik lebih didasarkan pada pertimbangan identitas terutama identitas etnik daripada identitas yang lain. Demikian pula fenomena seperti ini, dalam taraf tertentu, terdapat di Kuburaya. Di kabupaten baru hasil pemekaran ini tidak jauh berbeda dengan Kalimantan Barat secara umum, persoalan etnis, suku dan agama menjadi pertimbangan serius yang harus dihitung jika seseorang misalnya saja ingin mencalonkan diri menjadi bupati/wakil bupati. Contoh yang terjadi pada kasus Pilkada Kubu Raya Tahun 2013 pasangan calon bupati-wakil bupati menggambarkan bahwa latarbelakang entis dari pasangan masing-masing menjadi pemandangan yang biasa dan harus. Seorang narasumber penelitian ini menegaskan bahwa power sharing adalah sesuatu yang musti dan niscaya. Setiap calon harus mau berbagi posisi dengan yang lain dalam hal menentukan pasangan calon. Misalnya jika bupati dari Melayu maka wakil dari Dayak atau sebaliknya.

Meskipun demikian seperti tergambar dalam FGD dan wawancara tidak serta calon bupati-wakil bupati mampu mengkonsolidasi dan memobilisasi semua potensi kesukuan. Dengan kata lain, belum tentu calon berlatarbelakang etnis Madura dapat memenangkan pemilihan di daerah-daerah yang menjadi basis etnis Madura. Nara sumber penelitian menunjukkan bahwa calon bupati berlatarbelakang Madura malah kalah di basis orang-orang Madura
. Seorang peserta FGD dengan lebih terinci menunjukkan bahwa etnis atau kesukuan bukanlah satu-satunya faktor kemenangan dan kekalahan calon. Tegasnya tidak lantas calon yang secara etnis besar dapat memenangkan Pilkada. Pada bagian ini seperti diakui oleh narasumber terdapat faktor lain yang ikut menentukan selain etnisitas atau kesukuan.
Namun politik identitas ini menjadi warna tersendiri di Kalimantan Barat. Bahwa betapa politik identitas harus dipertimbangkan sebagaimana tergambar pada seorang tokoh Madura berdomisi di Kubu Raya yang mencalonkan diri sebagai DPD RI 2014. Dengan tegas ia menyatakan bahwa calon pemilihnya adalah orang-orang Madura. Tokoh muda Madura ini memiliki dan menunjukkan daftar seluruh Kepala Desa se Kubu Raya yang asal Madura. Tokoh ini mencoba memobilisasi dan menggalang dukungan berdasarkan kesamaan etnis. Dan ia juga menghadirkan diri di dalam alat-alat peraga kampanye yang ia persiapkan dengan menggunakan atribut-atribut dan pakaian-pakaian etnis. Hal ini sengaja ia lakukan karena dalam pandangannya dengan cara itu orang-orang Madura akan memilihnya. Tokoh ini juga meyakini bahwa tidak mungkin orang-orang Melayu dan orang-orang Dayak memilihnya sebagai calon DPD RI. 
Persoalan etnis juga berhubungan dengan Partai Politik. Dapat dikatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih didominasi oleh etnis Dayak dan Jawa, sementara orang-orang Madura, Melayu lebih banyak bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Perjuangan (PPP). Konfigurasi etnis di dalam partai politik juga menjadi indikasi bahwa politik aliran yang berbasiskan pada identitas keagamaan dan kesukuan ada dan berkembangan di Kubu Raya-Kalimantan Barat. Bahkan seorang informan secara berkelakar bahwa orang Kalimantan Barat sering memplesetkan PDIP sebagai Partai Dayak Indonesia Perjuangan.
   

Tidak hanya di dalam peristiwa Pilkada dan di dalam partai politik atribut-atribut dan sentimen-sentimen kesukuan menghadirkan diri, akan tetapi seringkali identitas kesukuan ini terekspesikan di media massa dan percakapan sehari-hari orang-orang Kalimantan Barat. Media massa sebagai ruang publik tidak jarang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh tertentu entah untuk tujuan apa merepresentasikan simbol-simbol etnis tertentu pada saat ia datang melapor kepada institusi publik kepolisian. Sebagai tokoh formal politik ia dikawal oleh sekelompok orang berkostum adat lengkap dengan senjata adat ketika ia menghadap kepolisian untuk kasus yang sedang melibatkan dirinya.  
Kentalnya politik identitas di Kalimantan Barat juga dapat dijumpai dalam percakapan sehari-hari orang-orang Kalimantan Barat. Jika kita melakukan percakapan dengan mereka dan mendengar mereka bercakap dengan yang lain kita akan selalu mendengar istilah ORANG KITA dan ORANG DIA. Dari perbincangan dengan banyak narasumber dan hasil amatan di tempat-tempat di mana orang-orang Kalimantan Barat berkumpul melakukan perbincangan tergambar bahwa istilah ORANG KITA dan ORANG DIA adalah dua kata yang sering digunakan, baik dalam pembicaraan santai maupun serius. Penggunaan istilah “Orang Kita” dan “Orang Dia” berfungsi tiga hal sekaligus. Pertama, untuk identifikasi sosial dan afiliasi politik orang-orang Kalimantan Barat, termasuk di Kubu Raya. Kedua, untuk memperteguh soliditas kelompok. Ketiga, sekaligus untuk membedakan dengan kelompok yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa etnis di Kalimantan Barat tersegregasi secara serius. Bahkan seorang narasumber menyampaikan bahwa Kalimantan Barat berada dalam situasi “Api dalam Sekam” yang sewaktu-waktu bisa terbakar.
  

Kecenderungan politik identitas seperti yang tergambar di atas berkorelasi dengan apa yang oleh David Bourchier disebut “kebangkitan adat”
. Kebangkitan adat semakin mengentalkan politik identitas. Gejala ini merupakan respon terhadap pemerintahan sentralistik Orde Baru yang tidak memberikan tempat kepada kekhasan lokal. Daerah-daerah di masa pemerintahan sentralistik hanya menjadi objek eksploitasi tanpa memperdulikan aspirasi mereka sembari terjadi peminggiran yang luar biasa kepada mereka yang mengaku sebagai orang asli daerah tersebut. 
Persoalan suku dan agama di Kalimantan Barat, dan tentu di Kubu Raya semakin menarik karena keduanya dapat dipertukarkan dan berubah seiring perubahan yang terjadi. Identitas kesukuan seseorang bisa berubah diakibatkan oleh perpindahan agama. Setidaknya anggapan suku asalnya. Hal ini terutama terjadi di kalangan suku Melayu dan suku Dayak. Secara otomatis berlaku di kalangan masyarakat Kalimantan Barat terutama yang bersuku Melayu dan Dayak, jika ada dari anggota sukunya yang pindah agama maka ia dianggap bukan lagi anggota sukunya dan dianggap suku lain. Jika ada anggota suku Dayak yang pindah agama Islam, maka ia dianggap Melayu, dan sebaliknya kalau ada suku Melayu pindah menjadi Kristen ia dianggap Dayak. Agama dan suku adalah dua hal yang dianggap identik oleh masyarakat Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di sana Muslim berarti Melayu dan Kristen berarti Dayak. Jika ada seorang Dayak beragama Islam ia telah menjadi Melayu, jika seorang Melayu beragama Kristen ia telah menjadi Dayak. Meskipun tidak tertutup sama sekali untuk tetap menjadi bagian suku asalnya akan tetapi penerimaan pada mereka yang berpindah agama sudah semakin menipis. Orang Melayu akan berkomentar tentang anggota sukunya yang menjadi Kristen “sudahlah dia sudah orang Dayak, bukan orang Melayu lagi”.
 Satu lagi yang menarik dari persoalan kesukuan di Kalimantan Barat adalah bahwa Suku Bugis di “Melayukan” atau dianggap “suku Melayu”. 
Selain persoalan etnisitas, kesukuan dan agama, di Kalimantan Barat juga terdapat fenomena “orang kuat”/local strongmen
 dengan corak bossism yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik Kalimantan Barat, tak terkecuali di Kubu Raya. Tokoh ini memiliki legitimasi adat yang kuat dan jaringan pada tokoh-tokoh dominan di Jakarta yang berkepentingan  dengan Kalimantan Barat, khususnya Kubu Raya. Dinamika politik di Kubu Raya tidak bisa dilepaskan dari sosok tokoh ini. Bahkan menurut sebagian besar narasumber penelitian ini, kekalahan incumbent pada Pilkada 2013 salah satunya disebabkan karena incumbent tidak mendapat dukungan dari tokoh ini dan lawan incumbent yang didukung dari “orang kuat” ini terbukti memenangkan Pilkada Kubu Raya. 
Bagian ini seperti telah dijelaskan di atas menggambarkan kepada kita bahwa untuk memahami politik dan memperkuat demokrasi di Kalimantan Barat umumnya, di Kubu Raya khususnya, kita tidak bisa untuk tidak melihat dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan etnisitas, kesukuan dan agama serta hubungan antarketiganya dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi. 
C. CSO DI KUBU RAYA: FOKUS ISU DAN METODE GERAKAN
Civil Society Organization (CSO) di Kubu Raya telah menjadi aktor penting dalam mendorong demokratisasi. Hal ini tergambar dari peran-peran strategis yang telah mereka lakukan. CSO yang beraktivitas di Kubu Raya sangat banyak dan dinamis. Beragam program pemberdayaan masyarakat mereka laksanakan di kabupaten yang baru berumur kurang lebih enam tahun ini. Sebelum Kubu Raya menjadi kabupaten sendiri, mereka telah memiliki program dan melakukan aktivitas di sana. Para aktivis CSO ini saling mengenal satu dengan yang lain, sering berdiskusi dan bertukar pikiran serta sering bertemu di café-café yang ada di sekitar kota Pontianak untuk membicarakan hal-hal yang ringan hingga perbincangan politik Kalimantan Barat. 
Jika dilihat dari fokus isu, bentuk kegiatan dan metode gerakan yang digunakan CSO yang beraktivitas di Kubu Raya sangat beragam dan berorientasi kepada Community Empowerment pada satu sisi. Sementara pada sisi yang lain secara keseluruhan CSO di Kubu Raya tidak ada yang berorientasi kepada Democratic Governance Reform/State Capacity. Salah satu yang membedakan dari kedua pendekatan tersebut adalah fokus isu dan target group. Jika yang pertama menekankan target groupnya pada civil society sementara yang kedua menekankan target group pada state apparatus. Pendekatan pertama meyakini bahwa memperkuat Civil Society adalah sesuatu yang penting bagi terciptanya good and democratic governance. Tidak ada demokrasi yang matang tanpa kehadiran masyarakat sipil yang kuat. Sementara pendekatan kedua meyakini bahwa demokrasi akan bertumbuh dan memberikan makna bagi kesejahteraan masyarakat apabila upaya demokratisasi itu juga dilakukan dari lingkungan di dalam negara. 

Dari kategori besar di atas berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan CSO di Kubu Raya dapat dibedakan menjadi dua ketegori, yaitu: civil rights (penyadaran hak-hak warga, pengorganisasian masyarakat, dll) dan developmentalism (pemberdayaan ekonomi, pembentukan dan pengembangan unit-unit usaha, pembinaan kelompok tani dan nelayan, dll). Tabel 1 di bawah menggambarkan corak, fokus isu dan orientasi gerakan CSO di Kubu Raya. 
Tabel 1




Dari sekian CSO yang beraktivitas di Kubu Raya masing-masing CSO memiliki fokus isu dan metode gerakan yang berbeda-beda meskipun orientasinya relatif sama. Kadang terdapat CSO yang bekerja untuk pengembangan civil rights saja. Sementara CSO yang lain hanya bekerja pada isu-isu pembangunan saja. Akan tetapi di antara sekian banyak CSO ada pula yang bekerja sekaligus pada isu-isu civil rights dan isu-isu pembangunan secara bersamaan. Rentang isu antara CSO yang satu dengan CSO yang lain cukup variatif, sangat tergantung pada konsens masing-masing CSO. Fokus isu masing-masing CSO di Kubu Raya meliputi soal-soal pengelolaan hutan dan lahan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pendampingan radio komunitas, pendampingan anak, pendampingan hukum, dll. 
Memperhatikan isu-isu dan topik-topik yang menjadi fokus dan konsens CSO yang beraktivitas di Kubu Raya tidak ada CSO yang secara spesifik dan fokus bekerja pada topik-topik dan isu-isu Democratic Governance Reform, misalnya pengawasan parlemen, pemilu demokratis dan 30% kouta perempuan, penegakan HAM dan demokrasi, transparansi dan akuntabilitas serta penguatan legislative dan eksekutif (state capacity building). 
Untuk memberikan gambaran yang relatif lengkap di bawah akan diuraikan penjelasan tentang fokus isu dan metode gerakan yang digunakan oleh masing-masing CSO di Kubu Raya. Pertama, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo. PPSW Borneo adalah salah satu CSO yang sudah cukup lama beraktivitas di Kubu Raya. Program yang dilakukan PPSW sangat beragam meliputi: (1) program pendidikan; (2) program pemberdayaan ekonomi; (3) program kesehatan; (4) program penyadaran hukum; (5) program penyadaran politik; (6) program lingkungan, dan (7) program media.

PPSW memilih perempuan sebagai fokus target group program-program yang mereka lakukan. Dari tujuh program yang mereka kerjakan perempuan menjadi target utama mereka. Dari penampilan ibu-ibu dampingan PPSW yang terlibat dalam FGD terlihat bahwa mereka tinggal di perkotaan dan relatif “berada”. PPSW menggunakan beberapa metode gerakan untuk memastikan keberdayaan perempuan meliputi (1) memfasilitasi kemandirian ekonomi perempuan; (2) mendorong perempuan untuk merebut posisi-posisi publik pada level RT dan desa; (3) perempuan menjadi tokoh-tokoh yang diperhitungkan pada level desa; (4) membentuk organ SPBK (Serikat Perempuan Basis Katulistiwa) sebagai wadah latihan kepemimpinan bagi perempuan; (5) menyelenggarakan pengembangan kapasitas bagi perempuan, dan (6) memperkuat jaringan misalnya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 

Kedua, LPS-AIR. Keterbukaan akses dan hak publik terhadap informasi menjadi fokus isu LPS-AIR. Salah satu strategi yang digunakan adalah melakukan advokasi keterbukaan informasi publik. Dalam sesi wawancara dengan peneliti Direkturnya menjelaskan bahwa LSP-AIR fokus menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui program siaran dan pengembangan radio komunitas, pendampingan dan penguatan radio komunitas. Menurut pengakuan direktur LPS-AIR terdapat 11 radio komunitas yang ada di Kubu Raya didampingi oleh LPS-AIR.
 

Selain menyediakan informasi melalui radio dan melakukan pendampingan radio komunitas, LPS-AIR juga menjadi tempat dan menfasilitasi pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan di Kubu Raya khususnya dan Kalimantan Barat umumnya. Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada LPS-AIR cukup beragam meliputi persoalan investasi, pertanian, kesehatan, nelayan, buruh, konflik lahan, dll. Dari sekian banyak jenis pengaduan yang LPS-AIR terima yang paling sering adalah persoalan konflik lahan. Hal ini dapat dimaklumi karean Kubu Raya menjadi daerah yang sedang gencar-gencarnya melakukan investasi bidang hutan dan pesisir. Tidak jarang LPS-AIR memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang berkonflik.  
Ketiga, Perkumpulan SAMPAN. Perkumpulan ini memilih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan perempuan pesisir berbasis gender, melakukan pemetaan tata ruang daerah terutama daerah-daerah di Kubu Raya yang menjadi areal pertambangan, sawit, dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berbeda dengan CSO yang lain Perkumpulan SAMPAN lebih menggunakan pendekatan konflik. Seperti disampaikan aktivisnya bahwa SAMPAN mengorganisir dan bekerja di masyarakat yang mengalami konflik (konflik investasi, perkebunan dan tambak). Metode gerakan yang mereka pilih adalah dengan menyelenggarakan pendidikan kritis dan mengorganisir perempuan pesisir pantai Kubu Raya dalam wadah organisasi bernama SPK (Serikat Perempuan Kubu Raya). Perkumpulan SAMPAN memberikan penekanan pada partisipasi ‘politik kerakyatan’ darimana berbicara ‘politik kekuasaan’. Seorang aktivis SAMPAN menyebutnya ‘politik horizontal dan politik vertikal’, dan SAMPAN memilih yang pertama sebagai metode gerakannya. Bagi SAMPAN politik vertikal adalah taktikal nomer dua setelah politik horizontal.
 
JARI adalah CSO keempat yang beraktivitas di Kubu Raya. Perlindungan hutan dan lahan menjadi fokus isu JARI di Kubu Raya. Selain itu juga JARI memiliki program MDGs. Kedua program tersebut mendapat dukungan dari The Asia Foundation dan Kemenpan-Patnership. JARI menggunakan metode penyadaran hak-hak dan pengorganisasian masyarakat sebagai basis membangun gerakan. Direktur JARI selain aktif dalam kegiatan-kegiatan Civil Society tercatat juga sebagai anggota KPUD-Kabupaten Kubu Raya. Kelima, GEMAWAN. Organisasi yang dimotori oleh mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengambil fokus pada hak masyarakat atas pemanfaatan, pengelolaan dan kepemilikan lahan dan hutan. Program ini didukung oleh Ford Foundation. Selain itu GEMAWAN juga konsens terhadap isu pengembangan pedesaan dan mengadvokasi program SPD (Sarjana Pendamping Desa) yang menjadi salah satu program unggulan bupati Kubu Raya periode 2008-2013. Melalui kedekatan dengan bupati GEMAWAN berhasil mendesakkan gagasan SPD menjadi program pemerintah Kabupaten Kubu Raya.  

Keenam, PEKKA. Sesuai dengan namanya target group utama PEKKA adalah perempuan kepala keluarga. Dari sejak awal pendiriannya PEKKA didedikasikan kepada para perempuan kepala keluarga. Terutama yang menjadi fokus PEKKA adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi target group mulai meluas kepada perempuan-perempuan yang tidak hanya menjadi kepala keluarga. Bagi PEKKA perempuan janda kepala keluarga merupakan simpul utama gerakan. Mulai dari dan bersama perempuan janda kepala keluarga ini gerakan PEKKA dibangun.  PEKKA sangat berhasil mengorganisir dan meyakinkan para perempuan janda untuk mendirikan LKM yang melayani simpan-pinjam bagi anggotanya, mendirikan radio komunitas dan yang paling penting membentuk Serikat PEKKA, organisasi yang beranggotakan Ibu-ibu yang menjadi dampingan PEKKA. Mereka tinggal di pedesaan-pedesaan di Kubu Raya. Serikat PEKKA ini ada sampai tingkat provinsi Kalimantan Barat, ada di empat kabupaten; Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak dan Kabupaten Bengkawang. NGO ketujuh yang bekerja di Kubu Raya adalah Wahana Visi Indonesia (WVI). Organisasi ini mengambil fokus isu perlindungan anak dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu strategi yang digunakan adalah membentuk forum anak di Kecamatan Ambawang. WVI menfasilitasi pendampingan anak dan melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan PEMDA-via Kabid Perempuan dan Anak. 
Selain tujuh NGO yang telah diuraikan di atas, di Kubu Raya juga terdapat beberapa CSO lain meliputi organisasi mahasiswa, lembaga pendidikan, media massa (jurnalis Kubu Raya) dan organisasi-organisasi massa sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2 di bawah.

Tabel 2
	No
	NGO
	Organisasi Mahasiswa dan Lembaga Pendidikan
	Organisasi Massa

	1
	LPS-AIR
	Perkumpulan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Solahuddin Al-Ayyubi (STAISA)
	Serikat Perempuan PEKKA

	2
	GEMAWAN
	Pondok Pesantren Darul Ulum
	Serikat Perempuan Kabu Raya (SPK)

	3
	PPSW Borneo 
	STAISA
	Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)

	4
	PEKKA
	Jurnalis Kubu Raya
	BKRI (Perempuan Katolik)

	5
	JARI 
	-
	SALIMAH

	6
	Perkumpulan SAMPAN
	-
	Serikat Perempuan Basis Katulistiwa (SPBK)

	7
	Wahana Visi Indonesia
	-
	Majelis Adat Melayu

	8
	-
	-
	Majelis Adat Dayak

	9
	-
	-
	Majelis Adat Jawa


D. LIMITASI ISU DAN GERAKAN CSO DI KUBU RAYA
Seperti disampaikan di awal bahwa CSO/NGO yang beraktivitas di Kubu Raya berkecenderungan berorientasi pada community empowerment dengan penekanan pada hak-hak sipil (civil rights) dan pembangunan sebagai fokus isu dan civil society sebagai target group utama. Sementara aktivitas yang berbasis pada isu democratic governance dan state capacity sama sekali tidak menjadi perhatian. Di sini keterbatasan utama CSO di Kubu Raya. Pada satu sisi benar pandangan yang menyatakan bahwa civil society adalah pondasi bagi demokrasi akan tetapi demokratisasi bisa lebih mulus jalannya jika dilakukan dari lingkungan dalam negara atau pemerintahan. Pada bagian terakhir inilah yang tidak dilakukan oleh CSO/NGO di Kubu Raya. 
Keterbatasan yang lain dari CSO/NGO di Kubu Raya adalah bahwa di antara mereka belum ada agenda-agenda bersama yang dirancang secara sistematis dan bersama-sama untuk mendorong demokratisasi di Kubu Raya. Mereka cenderung keasyikan dan terfragmentasi ke dalam gerakan-gerakan sendiri yang tidak saling terhubung satu dengan lain dalam konteks kerja-kerja penguatan demokrasi. Belum ada isu bersama yang mengikat mereka dalam gerakan dan kerja-kerja bersama. Mereka belum terkonsolidasi sebagai kekuatan demokrasi untuk mengartikulasikan dan mengagreasikan kepentingan-kepentingan publik melalui agenda setting dan advokasi kepentingan-kepentingan publik.
Meskipun demikian, CSO/NGO di Kubu Raya pernah melakukan aliansi berbasis kasus dan atau kesamaan program. Pertama, isu pencapaian MDGs menjadi “terminal bertemu” bagi kalangan CSO/NGO di Kubu Raya. MDGs menjadi isu yang menjadi perhatian ‘bersama’ antara PEKKA, PPSW, JARI, LPS-AIR dan SPDK. Aliansi jenis pertama didasarkan pada kesamaan program MDGs. Kedua, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit juga menjadi isu yang mendorong CSO/NGO membangun aliansi untuk advokasi. Dari pengakuan aktivitis PEKKA, terdapat 7 organisasi yang terlibat menemui direksi Rumah Sakit Kalimantan Barat. Ketiga, isu konflik lahan juga menjadi isu krusial di Kubu Raya akan tetapi isu ini belum mendorong aliansi di kalangan CSO/NGO.  
Selain limitasi isu dalam hal metode gerakan CSO/NGO di Kubu Raya memiliki kecenderungan untuk membypass elemen birokrasi sebagai bagian penting dalam negara untuk pemenuhan hak-hak warga. Alasan salah seorang aktivis senior yang menjadi narasumber penelitian ini adalah dikarenakan sulitnya membangun kontaks dengan birokrasi.
 Tidak hanya membypass birokrasi, CSO di Kubu Raya juga tidak menjalin kontaks dengan DPRD sebagai lembaga representatif yang diberikan mandat oleh Undang-undang. Hal ini terungkap dalam diskusi dengan anggota DPRD Perempuan Kabupaten Kubu Raya yang menjelaskan bahwa CSO terutama yang beranggotakan perempuan tidak pernah menjalin kontaks dengannya sebagai anggota DPRD Perempuan. 
Sementara CSO di Kubu Raya tidak membangun kontaks dengan birokrasi dan DPRD maka pilihan metode gerakan yang digunakan adalah dengan menjalin kontaks langsung dengan bupati dengan mengandalkan kedekatan personal dan pertemanan. Kedekatan personal juga dibangun oleh CSO dengan istri bupati yang dikenal dekat dan akrab dengan kalangan CSO perempuan melalui forum-forum pengajian. Seperti diakui oleh anggota Serikat PEKKA dan SPBK bahwa jika mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada bupati biasanya mereka lakukan melalui istrinya. Dan urusan menjadi lebih mudah.
  
Relasi CSO dengan bupati Kubu Raya lebih mencerminkan hubungan pertemanan karena sebelum menjadi bupati ia adalah seorang aktivis LBH yang dikenal dekat dengan kalangan CSO. Diakui oleh beberapa aktivis CSO bahwa ketika Muda Hermawan mencalonkan diri sebagai bupati pada tahun 2008 kalangan aktivis CSO memberikan dukungan ide bahkan dukungan basis. Kalangan CSO juga membangun kontaks dengan memanfaatkan kedekatan dengan istri bupati. Sementara relasi dengan DPRD dan birokrasi tidak terlalu mulus dan lancar seperi ke bupati, bahkan diakui oleh beberapa aktivis CSOs mereka merasa kesulitan membangun link ke birokrasi. Metode lain yang digunakan adalah model-model populisme dengan membangun kedekatan dengan komunitas basis dan isu-isu kerakyatan. 
E. PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Bagian ini menggambarkan partisipasi perempuan dan organisasi di mana mereka bergabung dalam penentuan kebijakan publik dan ruang-ruang politik. Di Kubu Raya kesadaran berorganisasi perempuan sangat tinggi. Ini satu kebanggaan bagi perempuan di Kubu Raya. Partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik telah menjadi wacana penting di Indonesia. Teori-teori sosial dikembangkan seakan berlomba memberi landasan teoritik dan praksis pengarusutamaan partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pewacanaan di berbagai seminar, workshop, simposium, pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik melalui penulisan opini dan talk show, dan lain sebagainya. 
Dalam melihat partisipasi perempuan, terutama dalam penentuan kebijakan publik, peneliti menggunakan teori Cornwall (2004) tentang model partisipasi. Teori partisipasi Cornwall tidak spesifik mengupas partisipasi perempuan akan tetapi teori ini mengulas partisipasi CSO dalam penentuan kebijakan publik di era desentralisasi. Meski demikian teori ini dapat digunakan juga untuk melihat partisipasi perempuan dan organisasinya (CSO) karena kata kunci dari teori ini adalah partisipasi. 
Cornwall, seperti dikutip tim peneliti PLOD UGM, menjelaskan bahwa partisipasi CSO (perempuan) dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu: pertama, consultative, perempuan menjadi pihak yang dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu; kedua, presence, perempuan hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang secara khusus diadakan untuk membicarakan kebijakan-kebijakan publik; ketiga, representative, perempuan memiliki wakil permanen dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik; keempat, influence, perempuan mempengaruhi dalam proses dan substansi kebijakan publik.
 
Tabel 3 


Partisipasi Perempuan
Untuk mendorong partisipasi perempuan berbagai program dirancang oleh kalangan NGO misalnya program pendidikan kritis, pemberdayaan ekonomi dan pengorganisasian bagi perempuan. Salah satu strategi yang digunakan oleh CSO (NGO) adalah mendirikan organisasi-organisasi perempuan. Tidak terkecuali di Kubu Raya. Di Kabupaten pecahan Kabupaten Pontianak ini terdapat banyak organisasi masyarakat sipil beranggotakan perempuan. 
Pertama, Serikat Perempuan PEKKA. Organisasi ini didirikan oleh Ibu-ibu janda kepala keluarga dampingan PEKKA. Mereka tinggal di pedesaan-pedesaan di Kubu Raya. Serikat PEKKA ini ada sampai tingkat provinsi Kalimantan Barat, ada di empat kabupaten; Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak dan Kabupaten Bengkawang serta tingkat kecamatan di masing-masing kabupaten. Organisasi ini telah mampu menjadi ruang belajar bagi perempuan janda kepala keluarga yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadi perempuan-perempuan yang gigih mengadvokasi kepentingan-kepentingan kelompoknya dan perempuan secara umum. Dari ibu-ibu yang sebelumnya tidak kenal organisasi, mereka berkembang menjadi kelompok perempuan/ibu-ibu yang mampu membangun link dengan bupati Kubu Raya. Link ke bupati terutama mereka lakukan dengan membangun kedekatan secara personal dengan istri bupati. Ibu-ibu yang tergabung dalam Serikat Perempuan PEKKA aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan PEMDA/SKPD untuk menyalurkan aspirasi mereka, misalnya saja terkait dengan kesehatan dan pendidikan. 
Selain terlibat secara aktif dalam menyuarakan kepentingan perempuan terkait kesehatan dan pendidikan, Serikat PEKKA juga mendorong anggotanya untuk menjadi pemimpin di tingkat desa. Seorang narasumber penelitian menjelaskan bahwa salah seorang kader Serikat PEKKA berhasil menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam pemilihan RT. Menurutnya sebagai kader Serikat PEKKA yang sebelumnya tidak berdaya karena tidak punya suami dan selalu diremehkan oleh masyarakat akhirnya kader ini mampu mengalahkan calon-calon laki-laki dalam pemilihan Ketua RT.
 
Kehadiran Serikat PEKKA sebagai organisasi yang konsens terhadap pemberdayaan perempuan mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah dan partai politik. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sering mengundang mereka dalam kegiatan MUSRENBANG tingkat kabupaten dan kecamatan. Seorang narasumber mengatakan bahwa “kami sering diundang oleh pemerintah untuk mengikuti MUSRENBANG kabupaten, kecamatan dan desa. Kami juga dekat dengan Kesbangpol, dinas kesehatan, dinas Capil bahkan kami juga diajak oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Barat untuk rapat koordinasi”.
 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menyediakan bantuan pembinaan kepada Serikat PEKKA. Penjelasan senada juga disampaikan oleh kader yang lain bahwa Serikat PEKKA juga melakukan hearing publik dengan DPRD dan Bappeda. Menurutnya sebelum pemerintah mengakui keberadaan Serikat PEKKA, secara terus menerus mereka memperkenalkan diri kepada Bappeda, dinas-dinas dan DPRD bahkan sampai pada Bupati sehingga mereka dikenal dan diterima keberadaannya.
 Tentang partisipasi Serikat PEKKA ini diakui oleh kalangan eksekutif dan legislative/DPRD Kuburaya. 

Belakangan pengakuan juga datang dari partai politik. Nampaknya partai politik, dalam hal ini Golkar, menyadari potensi Serikat PEKKA sebagai organisasi perempuan yang sangat aktif di Kubu Raya. Pada pemilu 2014 mendatang terdapat seorang anggota Serikat PEKKA yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD-Kabupaten Kubu Raya dari Partai Golkar, No.Urut 2. Yang menarik dari pencalonannya adalah ketika yang bersangkutan bernegoisasi dengan Pengurus Partai Golkar tentang pencalonannya. Berkali-kali anggota Serikat PEKKA ini dimintai uang sebagai mahar menjadi Caleg. Dengan tegas ia menolak memberikan sejumlah uang kepada partai. Menariknya permintaan uang seperti praktek jual-beli barang. Maksudnya harga dimulai dari harga tertinggi hingga harga paling rendah. Permintaan dimulai dari sejumlah uang yang cukup besar untuk ukuran seorang janda kepala keluarga hingga jumlah terkecil untuk sebuah pencalonan legislatif. Namun kader Serikat PEKKA tetap menolak memberikan uang sedikitpun kepada partai dengan alasan tidak punya uang. Menurut kader ini meskipun ia memiliki uang ia tidak akan memenuhi permintaan uang tersebut. Karena keteguhan sikap ini akhirnya partai Golkar menetapkan kader Serikat PEKKA ini sebagai salah seorang Calegnya pada Pemilu 2014. 
Kedua, SPBK (Serikat Perempuan Basis Katulistiwa). Organisasi ini dibentuk oleh perempuan-perempuan dampingan PPSW Borneo pada tahun 2010. Berbeda dengan Serikat PEKKA yang beranggotakan perempuan/ibu-ibu janda kepala keluarga dan tinggal di pedesaan, anggota SPBK masih memiliki suami dan tinggal di perkotaan. Partisipasi mereka dalam politik dan kebijakan publik sangat menonjol sebagaimana Serikat PEKKA. Bedanya dibandingkan dengan Serikat PEKKA, SPBK lebih konsens pada perebutan-perebutan posisi publik yang strategis di tingkat desa. Seorang peserta FGD menjelaskan bahwa strategi PPSW Borneo pada periode 2009-2014 konsens pada perebutan posisi strategis di level desa dan RT dengan menjadi aparat desa dan Ketua RT
. Perbedaan yang lain ibu-ibu yang tergabung dalam PSBK mendapat dukungan suami masing-masing sementara ibu-ibu Serikat PEKKA tidak mendapat dukungan suami karena mereka tidak memiliki suami. 
Selain melakukan perebutan posisi-posisi kunci di tingkat desa, kader PSBK juga mengambil peran yang strategis dalam politik elektoral. Pertama, dilakukan dengan terlibat menjadi panitia pengawas Pemilu tingkat kecamatan pada Pemilihan Umum tahun 2009. Kader ini juga mencalonkan diri sebagai anggota KPUD Kabupaten Kubu Raya periode 2014-2019, namun upaya ini tidak berhasil. Ia tidak lolos dalam seleksi lanjutan. Kedua, menjadi pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi sayap partai. Seperti yang dilakukan oleh seorang kader PSBK bahwa ia kini dipercaya sebagai sekretaris organisasi sayap partai Nasdem di Kubu Raya. Di tingkat partai ia dipercaya untuk mengurus administrasi pencalegan partai Nasdem. Ketiga, menjadi Caleg pada Pemilu 2014. Di antara kader PSBK terdapat tiga orang kader yang mencalonkan diri sebagai Caleg Pemilu 2014 untuk tingkat Kabupaten Kubu Raya. Dua orang menjadi Caleg Partai Nasdem. Satu orang menjadi Caleg Partai Persatuan Pembangunan. 
Ketiga, SPK (Serikat Perempuan Kubu Raya). Organisasi ini dibentuk ibu-ibu pesisir pantai Kubu Raya. Mereka adalah dampingan Perkumpulan SAMPAN yang memiliki konsens terhadap isu-isu nelayan dan masyarakat pesisir terutama terkait dengan investasi. Ibu-ibu yang tergabung dalam SPK merasa terganggu dengan kedatangan investor yang bergerak dalam perkebunan dan tambak. Keempat, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), SALIMAH, BKRI (Organisasi Perempuan Katolik). Beberapa organisasi perempuan mendapatkan dukungan dan bantuan dana deri APBD Kubu Raya. PEMDA memberikan bantuan untuk pembinaan kelembagaan dan pertemuan-pertemuan kelompok baik di desa maupun kecamatan. BKMT, SALIMAH dan BKRI banyak berkoordinasi dengan dinas yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Untuk SALIMAH dan BKRI kepengurusannya ada hingga tingkat pusat. Mereka lebih konsens pada peningkatan kapasitas ketrampilan perempuan untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga.
 Sementara BKMT, sesuai dengan namanya, kegiatan utama adalah menyelenggarakan pengajian dan majelis taklim khusus untuk perempuan.
Uraian di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Kubu Raya sangat signifikan. Mengacu pada model partisipasi Cornwall terlihat bahwa perempuan di Kubu Raya tidak hanya menjadi pihak yang dimintai informasi tentang kebijkanan publik akan tetapi mereka juga ikut mempengaruhi kebijakan publik terutama di tingkat pelaksanaannya. Partisipasi perempuan di Kubu Raya menguat seiring dengan dibentuknya organisasi-organisasi yang menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk menempa kepercayaan diri, pengembangan kapasitas diri, kaderisasi dan negoisasi dengan pihak-pihak lain. Keterlibatan mereka dalam organisasi-organisasi ini telah membuat ibu-ibu/perempuan mulai berani berbicara di depan publik, melakukan publik hearing dan melobi DPRD, menjalin kontak dengan PEMDA hingga dengan bupati. Mereka telah sanggup menggeser posisi mereka yang sebelumnya hanya berurusan dengan rumah tangga mulai memerankan diri dalam ruang publik. Seorang anggota PSBK menegaskan “jika dulu urusan kami hanya sumur-dapus-kasur di rumah, kini kami masuk ke dapur yang lebih besar, termasuk dapurnya DPRD dan bupati”.
 Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki keberanian dan kemampuan yang sama dengan laki-laki jika mereka diberi kesempatan dan diberdayakan.

Namun keberhasilan perempuan dalam membangun organisasi dan partisipasi mereka dalam advokasi kebijakan publik seperti diuraikan di atas tidak diikuti oleh kesuksesan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya. Pada periode 2009-2014 dari 45 orang anggota DPRD hanya terdapat 2 orang anggota perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Pembangunan Daerah. Angka yang sangat minim jika dibandingkan dengan partisipasi perempuan dalam organisasi, forum publik, lobi dan negoisasi dengan pemerintah. Semakin jomblang ketika dihubungkan dengan jumlah pemilih yang sekitar 49% an untuk perempuan dan 51% an untuk laki-laki dilihat DPT Kubu Raya pada pemilu 2014 yang berjumlah 415.328 pemilih. Perempuan 204.190 pemilih. Laki-laki 211.138 pemilih. 
Keadaan ini dapat dipahami karena kalangan CSO terutama NGO di Kalimantan Barat tidak cukup memberikan perhatian terhadap isu-isu pemilu dan perempuan. Padahal kouta 30% memberikan peluang kepada perempuan untuk terlibat menjadi anggota parlemen melalui pemilu legislatif. UU dan peraturan mewajibkan partai politik agar memenuhi kouta 30% caleg perempuan jika mau lolos sebagai peserta pemilu. Perempuan telah memiliki landasan konstitusional  untuk memperebutkan posisi-posisi politik baik di partai politik maupun parlemen. Pada bagian ini NGO yang beraktivitas di Kabupaten Kubu Raya tidak memberikan perhatian yang serius. Hal ini semakin dikuatkan oleh kenyataan bahwa empat orang yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kuburaya pada pemilu 2014 (3 orang SPBK, organ PPSW; 1 orang Serikat PEKKA, organ PEKKA) tidak dipersiapkan secara sengaja oleh PPSW dan PEKKA. Tidak ada skenario dan desain khusus yang disiapkan untuk perempuan-perempuan anggota Serikat untuk merebut posisi-posisi strategis dalam partai maupun parlemen. Pencalonan anggota Serikat sebagai Caleg Pemilu 2014 adalah pilihan personal karena dilamar oleh Partai Politik. Meskipun PEKKA dan PPSW tetap memberikan dukungan dan mereka tetap konsultansi kepada PEKKA dan PPSW. 

F. TANTANGAN DAN PELUANG CSO DI KUBU RAYA
Bagian ini menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh CSO dalam mengembangkan demokrasi yang lebih baik. Seperti diuraikan di awal tulisan ini bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang sekali jadi, bahkan tidak jarang demokrasi menghadapi tantangan hebat yang dapat merusak dan memperburuk kualitas demokrasi. Berikut beberapa tantangan CSO di Kubu Raya dalam mengembangkan demokrasi. Pertama, politik identitas. Sebagai bagian dari Kalimantan Barat tidak berlebihan jika mengatakan bahwa politik identitas juga mengemuka di Kabupaten Kubu Raya. Meskipun tidak sekuat pada level Kalimantan Barat, namun politik identitas menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan CSO dalam mengembangkan demokrasi. Kemunculan Dewan-dewan adat yang menonjolkan identitas-identitas kesukuan adalah salah bukti bahwa bahwa desentralisasi dan otonomi daerah juga membawa semangat kebangkitan politik yang didasarkan pada identitas-identitas tertentu, baik etnis maupun agama. Fenomena ini sangat terasa sekali di Kubu Raya. Orang-orang Kubu Raya suka mengikatkan diri mereka berdasarkan kesamaan suku atau agama. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pengembangan demokrasi karena demokrasi membutuhkan “kultur civic” yang melampau batas-batas etnis dan batas-batas agama. 
Kedua, politik uang. Politik uang adalah suatu praktek di mana seorang kandidat Caleg/Calon Bupati/Wakil Bupati/Gubernur/Wakil Gubernur membagi-bagikan uang atau barang kepada pemilih agar memilih dirinya. Politik uang melibatkan kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan transaksi pembelian dan penjualan suara. Fenomena politik uang hampir dapat ditemukan pada setiap Pemilu/Pemilukada di Indonesia. Kubu Raya tidak terkecuali. Meskipun sangat sulit dibuktikan tapi aroma politik uang pada Pemilukada Kubu Raya 2013 terasa sekali. Hal ini diakui oleh beberapa narasumber penelitian baik dalam wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Terdapat fenomena dan praktek transaksi kewargaan dan ini tidak hanya tantangan, akan tetapi bahaya bagi demokrasi. Pemilihan umum (Pileg, Pilpres dan Pemilukada) adalah mekanisme memilih pemimpin dalam demokrasi. Dan jika Pemilu/Pemilukada dikotori terus menerus oleh politik uang, maka kehidupan demokrasi menjadi tidak sehat.
Ketiga, konflik elit. Salah satu elemen yang perlu dilihat dalam demokrasi adalah keberadaan elit. Yang dimaksudkan elit dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan memutuskan kebijakan-kebijakan publik, seperti misalnya DPRD, bupati dan elit birokrasi. Keberadaan elit ikut menentukan kualitas demokrasi. Narasumber penelitian ini menjelaskan bahwa elit politik dan birokrasi di Kubu Raya terpolarisasi ke dalam blok-blok yang saling berhadap-hadapan sehingga kalangan CSO kesulitan membangun komunikasi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya agenda-agenda advokasi CSO yang akan disampaikan kepada pemerintah. Seorang narasumber menjelaskan suatu kebijakan yang ditelah diputuskan oleh pucuk pimpinan politik tidak serta merta dieksekusi dan dilaksanakan oleh birokrasi. Dari berbagai keterangan narasumber setidaknya elit politik dan birokrasi di Kubu Raya dapat dibagi ke dalam 3-4 blok. Menurut narasumber penelitian ini pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya tidak berjalan efektif dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan karena terjadi konflik di internal pemerintahan daerah
.
Dalam kondisi seperti ini CSO di Kubu Raya mengalami kesulitan berkomunikasi dan dituntut agar pandai-pandai menempatkan posisi di tengah konflik elit yang terjadi. Seperti diakui oleh aktivis senior di Kubu Raya bahwa mereka lebih sering membangun kontak langsung dengan bupati dan kepala desa di level bawah. Akan tetapi ini mengandung kelemahan karena pada level birokrasi mengalami kekosongan. Padahal birokrasi memiliki peran penting dalam menterjemahkan dan melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati. Kelemahan ini juga disadari oleh kalangan CSO.
Keempat, pergantian elit penguasa di tingkat kabupaten. Tidak mudah memulai komunikasi dan advokasi kebijakan publik jika terjadi perubahan pergantian elit penguasa di tingkat kabupaten. Karena pergantian elit penguasa berimplikasi kepada pilihan pendekatan dan metode yang bisa jadi metode lama tidak relevan lagi. Bisa jadi pendekatan lama cocok dengan penguasa yang lama akan belum tentu cocok dengan penguasa yang baru. Hal ini juga berlaku bagi kalangan CSO di Kubu Raya dalam melakukan advokasi kebijakan publik di Kubu Raya. Kalangan CSO dituntut untuk kreatif merancang strategi dan metode untuk mengadvokasi hak-hak warga dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan struktur dan konfigurasi elit di tingkat kabupaten. 
Baru-baru ini di Kabupaten Kubu Raya telah terjadi pergantian kekuasaan dari bupati lama ke bupati yang baru. Bupati lama yang dikenal dekat dengan kalangan CSO kalah dalam Pilkada Kabupaten Kubu Raya pada bulan September 2013. Pergantian ini akan diikuti oleh perubahan formasi di level birokrasi. Hal ini akan menyebabkan proses-proses advokasi yang telah dilakukan akan mengalami hambatan dan tidak efektif karena perubahan elit. Tentang hal ini seorang narasumber menegaskan bahwa “ini akan menyulitkan bagi kami dalam melakukan kerja-kerja advokasi. Kami harus mulai dari dari nol/awal lagi. Belum lagi masalah birokrasi yang dipindah-pindah dari satu pos ke pos yang lain. Hal ini semakin menyulitkan bagi kami”.
 
Kelima, minimnya penerimaan dan dukungan pemerintahan desa terhadap aktivitas CSO. Berbeda ketika menjalin komunikasi dengan elit di tingkat kabupaten, kalangan CSO - terutama ibu-ibu/perempuan yang tergabung dalam Serikat PEKKA, SPBK dan SPK- merasa kesulitan dalam mendorong upaya-upaya perubahan dari ‘bawah’. Mereka tidak mendapat dukungan oleh pemerintahan desa dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada perempuan di level desa. Ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi-organisasi ini merasa bahwa pemerintah desa menyepelekan mereka.
 Kondisi ini patut disayangkan jika melihat desa sebagai basis pondasi paling bawah dari demokrasi. 
Menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan CSO untuk mendorong demokratisasi di desa.Tantangannya adalah bagaimana mendorong hadirnya “Masyarakat Warga” di desa-desa di Kubu Raya. CSO di Kubu Raya harus memiliki strategi baru dalam mendorong lahirnya “Masyarakat Warga” dan mengembangkan demokrasi dengan memperhatikan dan mengembangkan modal-modal sosial yang ada di desa. Upaya mewujudkan Masyarakat Sipil harus bersifat transformatif daripada transplantasi.
 Strategi transformasi berarti upaya mewujudkan masyarakat warga berasal dari masyarakat desa sendiri, dari dalam. Bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. 
Peluang Demokratisasi di Kubu Raya

CSO di Kubu Raya memiliki peluang-peluang yang besar untuk dimaksimalkan dalam memperkuat demokrasi. Pertama, tumbuhnya kebebasan dan kehidupan berserikat dan berkumpul. Seperti dijelaskan di bagian awal tulisan ini bahwa salah satu nilai yang terkandung dalam demokrasi adalah kebebasan. Tegasnya di dalam dirinya demokrasi memiliki nilai kebebasan dan menghendaki nilai kebebasan terus terjaga dan berkembang. 

Biasanya dalam transisi demokrasi selalu dimulai oleh fenomena liberalisasi politik. Salah satu bentuk liberalisasi adalah munculnya ragam organisasi berikut corak, model dan orientasi masing-masing. Fenomena ini juga terjadi di Kubu Raya. Pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi CS di sana dengan signifikan dan baik. Kehadiran organisasi-organisasi ini memberikan peluang terhadap kemungkinan “social movement” bagi pengembangan partisipasi proses-proses demokratis di Kubu Raya, terutama perempuan. SPK (Serikat Perempuan Kubu Raya), SPBK (Serikat Perempuan Basis Katulistiwa), Serikat PEKKA, BKMT, SALIMAH, BKRI (Perempuan Katolik), dll., adalah beberapa contoh organisasi perempuan di Kubu Raya. 

Kedua, Pemilu 2014. Pemilu adalah mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin-pemimpin politik yang diberikan mandat oleh Undang-undang untuk mengurusi kepentingan-kepentingan rakyat. Dalam konteks demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan sesuatu yang dihasilkannya ikut menentukan bagi kualitas demokrasi. Tentu masyarakat sipil berkepentingan dengan Pemilu dan dapat dijadikan momentum untuk melakukan kampanye-kampanye memperkuat demokrasi, misalnya kampanye anti politik uang, kampanye menolak Caleg-caleg yang tidak berpihak kepada rakyat, kampanye menolak Caleg-caleg perusak lingkungan dan lain sebagainya. Perhatian publik pada tahun 2014 akan tersedot pada perhelatan 5 tahunan demokrasi, yaitu Pileg 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014. Pemilu 2014 memberikan peluang bagi CSO untuk memberikan pendidikan publik bagi rakyat, melalui kampanye-kampanye anti-politik uang, netralitas KPU/KPUD, tolak politisi korup, dll., serta pendidikan pemilih perempuan. 

Ketiga, CSO memiliki kontak-kontak individual di PEMDA dan DPRD. Untuk memastikan sasaran dan tujuan advokasi tercapai CSO membutuhkan strategi yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Kontak-kontak invidual yang telah tersedia perlu ditransformasi menjadi kebijakan atau kesepakatan institusional. Beberapa kontak individual yang selama ini dimiliki oleh CSO adalah misalnya dengan DPRD, PEMDA  (via Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan KPUD. Ketersedian kontak-kontak ini dapat mempermudah CSO dalam mengadvokasi kebijakan publik. Dengan memiliki kontak di jajaran pemerintahan maupun DPRD, CSO dapat menjalankan strategi “BUKA KUNCI DARI DALAM” selain strategi “GEDOR PINTU DARI LUAR”. Kedua strategi ini dapat digunakan secara serentak untuk efektifitas tujuan-tujuan advokasi hak-hak warga. Dan CSO perlu berbagi peran dalam hal ini. Siapa yang menjalankan strategi “Buka Kunci” dan siapa pula yang melakukan strategi “Gedor Pintu” harus disepakati terlebih dulu oleh masing-masing CSO di Kubu Raya. 
Keempat, kekosongan isu State Building-Democratic Governance. Dalam kehidupan bernegara kehadiran lembaga-lembaga penyelenggara negara yang tertuang dalam Trias Politica (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka (seharusnya) juga memiliki peran-peran siginifikan dalam mengembangkan demokrasi. CSO di Kubu Raya tidak memberikan perhatian yang serius pada wilayah ini sehingga isu-isu state building-democratic governance tidak tergarap. Sejauh pengamatan dan wawancara serta FGD yang dilakukan penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satu pun CSO yang beraktivitas di Kabupaten Kubu Raya yang memberikan perhatian dan memiliki program dalam isu-isu. Kekosongan ini perlu dipikirkan dan dirumuskan melalui penyusunan agenda-agenda programatik penguatan demokrasi terkait isu state building-democratic governance. Dalam isu state building misalnya perlu dipikirkan sebuah program pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah/PEMDA, pengembangan kapasitas bagi DPRD dan pengembangan kapasitas bagi penegak hukum. 
G. REKOMENDASI
Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas penelitian ini merekomendasikan lima agenda yang bisa dilakukan oleh CSO di Kubu Raya: Pertama,  menginisiasi aliansi CSO sebagai kekuatan demokrasi. Aliansi menjadi sangat penting karena meskipun banyak CSO yang beraktivitas di Kubu Raya namun belum menjadi kekuatan demokrasi yang signifikan memberikan pengaruh yang lebih luas bagi kehidupan demokrasi di Kubu Raya. Aliansi dapat terdiri dari NGO, jurnalis/media massa, akademisi, organisasi-organisasi massa, organisasi mahasiswa dan Dewan-dewan adat yang ada di Kubu Raya. Aliansi ini memiliki fungsi:

1. Menetapkan agenda-agenda demokratisasi di Kubu Raya. Kalangan CSO secara intensif harus mendiskusikan agenda penguatan demokrasi yang tidak hanya terbatas pada isu-isu dan program-program mereka semata, akan tetapi CSO harus memiliki strategi jangka panjang penguatan demokrasi. 
2. Memperkuat kesadaran kritis rakyat melalui program pendidikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia bagi komunitas-komunitas basis. 
3. Melakukan identifikasi dan pengorganisasian kepentingan-kepentingan rakyat sebagai bahan advokasi. Forum warga adalah ruang yang tepat bagi identifikasi apa saja yang menjadi kepentingan-kepentingan rakyat yang akan diadvokasi. 
4. Membangun engagement dengan pemangku kebijakan untuk mengefektifkan tujuan advokasi. Aliansi CSO pada tahap selanjutnya perlu membangun engagement dengan elit penguasa penentu kebijakan untuk memastikan hak-hak warga terpenuhi. 
Kedua, menyelenggarakan pengembangan kapasitas terutama bagi pemimpin-pemimpin organisasi perempuan dan Caleg perempuan berlatarbelakang CSO, kalangan birokrasi dan DPRD. Topik-topik yang dibahas misalnya: Kepemimpinan Demokrasi, Pemilu yang Bersih, Good Governance, Partisipasi Perempuan dalam Politik, dll. Ketiga, mempromosikan dan memperkuat demokrasi melalui kegiatan-kegiatan kampanye publik dan konferensi press. Kegiatan kampanye dimaksudkan untuk mempengaruhi opini publik dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam mempengaruhi kebijakan publik dan demokrasi. Sementara konferensi press dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa press adalah pilar penting demokrasi. Dan banyak pengalaman di daerah sangat jarang CSO berkolaborasi dengan kalangan media massa. Padahal press memiliki jangkauan yang luas dalam mempengaruhi opini publik. Press juga dapat dijadikan sebagai strategi advokasi kebijakan publik.
Keempat, melibatkan sebanyak mungkin orang dan sekutu dalam agenda-agenda advokasi. Proses advokasi tidaklah mungkin dilakukan hanya oleh satu kelompok atau segelintir masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Semakin banyak kelompok masyarakat yang bergerak akan lebih didengarkan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu salah satu usaha penting adalah proses konsolidasi antar komponen baik komponen yang horisontal maupun vertikal. 
BAB III
POTRET DEMOKRASI DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (CSO) DI MERAUKE-PAPUA
A. PENDAHULUAN
Merauke merupakan kabupaten di ujung selatan timur Papua. Secara administratif Kabupaten Merauke terbagi ke dalam seratus enam puluh Kampung, delapan Kelurahan dan dua puluh Distrik meliputi (1) Distrik Merauke; (2) Distrik Muting; (3) Distrik Okaba; (4) Distrik Kimaam; (5) Distrik Semangga; (6) Distrik Tanah Miring; (7) Distrik Jagebob; (8) Distrik Sota; (9) Distrik Ulilin; (10) Distrik Elikobel; (11) Distrik Kurik; (12) Distrik Naukenjeray; (13) Distrik Kaptel; (14) Distrik Tubang; (15) Distrik Ngguti; (16) Distrik Tabonji; (17) Distrik Waan; (18) Distrik Ilwayab; (19) Distrik Malind; dan (20) Distrik Animha. Merauke sendiri direncanakan menjadi Kotamadya. Terdapat lima distrik yang akan tergabung dalam Kotamadya ini yaitu distrik Merauke sendiri, Naukenjeray, Sota, Semangga dan Tanah Miring.
 Presiden SBY telah menerbitkan Amanat Presiden tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Kotamadya Merauke. Terdapat juga rencana pemekaran DOB yaitu Kabupaten Muyu dan Propinsi Papua Selatan. Sebelumnya Kabupaten Merauke telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. 
Civil Society Organization (CSO) dan orang-orang Papua pada satu sisi menolak pembebasan tanah yang besar-besaran ini sementara pada sisi korporasi terus berupaya dengan segala cara agar mereka mendapatkan tanah-tanah Orang-orang Papua untuk kepentingan bisnis mereka. Di mana posisi negara? Negara (pemerintah, tentara) bukan berusaha melindungi dan membela orang-orang Papua justru negara melakukan kolaborasi dengan korporasi melakukan pemaksaan kepada orang-orang Papua untuk melepaskan tanah mereka yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. CSO dan orang-Papua di satu pihak berhadapan dengan korporasi yang didukung oleh tentara di pihak lain. Situasi jika tidak diterselesaikan bisa menyebabkan konflik yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak asasi Orang-orang Papua semakin besar. 
B. KONTEKS SOSIAL-POLITIK CSO DI MERAUKE
Civil Society Organization (CSO) di Merauke berada dalam konteks sosial-politik yang tidak mudah bagi pengembangan demokrasi. Mereka berhadapan dengan negara yang berkoborasi dengan perusahaan untuk merampas hak-hak Orang-orang Papua pada satu sisi dan pada sisi yang lain CSO juga berada dalam lingkup Orang-orang Papua berikut sistem adatnya yang dalam batas tertentu tidak memungkinkan bagi partisipasi demokratis warga, terutama bagi kaum perempuan. 
Bumi Papua telah lama menjadi objek pembangunan yang tidak memiliki arti apa-apa kecuali penderitaan, kemiskinan, dan penyingkiran pelan-pelan bagi orang-orang Papua. Sejak jaman Soeharto Papua telah menjadi tujuan pengembangan pembangunan yang mengandalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sejak itu Papua diserbu berbagai modal raksasa untuk menguras sumber daya alam baik hutan, laut, tambang dan mineral tanpa ijin dan persetujuan orang-orang Papua dan masyarakat adat setempat. Akibatnya terjadi kerusahakan ekosistem dan lingkungan yang parah, hilangnya sumber-sumber penghidupan orang-orang asli Papua, konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
 Kebijakan pembangunan ini terkenal dengan sebutan “Go to East Policy”.

Merauke sebagai bagian dari Papua juga tak luput dari serbuan modal-modal raksasa ini. Kabupaten di ujung selatan timur Papua ini ditetapkan sebagai kabupaten projek MIFFE oleh Pemerintah Indonesia. Projek nasional ini membawa implikasi yang serius bagi pelanggaran hak-hak orang-orang Papua. Seringkali Orang-orang Papua dipaksa untuk menyerahkan tanahnya untuk kepentingan korporasi. Pemerintah nasional akan menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki untuk menyukseskan projek MIFFE ini. Implikasinya projek MIFFE membutuhkan lahan dengan melakukan pembebasan tanah yang tidak sedikit. Bahkan besar-besaran. Beragam investor dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan tumbuh secara massif melakukan pembebasan tanah di Merauke tanpa mengindahkan kepentingan Orang Papua. 
Penolakan terhadap korporasi mengakibatkan orang-orang Papua mendapat intimidasi, teror dan tuduhan sebagai separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Misalnya saja yang terjadi di Distrik Tubang masyarakat menolak korporasi, mereka dituduh separatis OMP dan karena takut kepala kampung akhirnya menandatangani surat pelepasan tanah adat mereka.
 Hampir seluruh peserta FGD menjelaskan bahwa Orang-orang Papua dan masyarakat sipil di Merauke seringkali mengalami penekanan, ditakut-takuti, diteror, dan diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu hanya karena menyampaikan aspirasi penolakan pelepasan tanah. Tuduhan sebagai separatis OPM seringkali digunakan bagi Orang-orang Papua yang menolak kebijakan-kebijakan pemerintah dan menolak kehadiran korporasi di tanah ulayat mereka.
 
Pembebasan tanah ulayat menyebabkan Orang-orang Papua, terutama perempuan Papua akan kehilangan sumber produksinya. Dan itu pelanggaran terhadap hak ekonomi karena tanah adalah alat produksi Orang-orang Papua yang selama ini menggantungkan hidupnya. Mengenai siapa yang paling dirugikan dengan kehadiran korporasi dan pembebasa tanah ulayat ini ditegaskan oleh seorang perempuan Papua sebagai berikut “kami perempuan pada umumnya mengalami hal yang paling sulit di bidang ekonomi, dengan adanya perusahaan yang masuk membuat kami punya lahan hidup yang sebenarnya kami bisa kelola, sudah diambil perusahaan. Sehingga kami sebagai kaum perempuan mau berusaha untuk menghidupkan anak-anak, bercocok tanam sudah tidak bisa dan ini menjadi beban bagi kami karena harus menghidupi anak-anak dan menyekolahkan anak-anak. Nanti membuat anak-anak kami 30 tahun ke depan tidak bisa menikmati lahan–lahan itu karena sudah digarap oleh perusahaan-perusahaan.

Sementara adat sebagai institusi yang sangat dihargai oleh Orang-orang Papua tidak memerankan fungsi ideal dalam kasus pembebasan tanah besar-besaran ini. Bukan berusaha mempertahankan tanah ulayat di mana Orang-orang Papua menggantungkan hidup bahkan lembaga-lembaga adat cenderung berpihak kepada korporasi. Dalam kasus pembebasan tanah di Merauke lembaga adat seperti DAP dan LMA mengalami “delegitimasi”. Entah karena “dipaksa atau ditekan” lembaga-lembaga adat ikut menjembatani investor dan atau membujuk Orang-orang Papua untuk menyewakan tanahnya, padahal tanah adalah sumber penghidupan bagi mereka.
 
Begitu juga dengan media massa, sebagai pilar demokrasi yang diharapkan memajukan free public sphere, media massa di Merauke seperti dilumpuhkan dan dilucuti oleh kekuatan-kekuatan modal dan kekuatan-kekuatan kursif. Mereka juga tak luput mendapat tekanan dan teror. Media massa tidak berfungsi maksimal dalam memberitakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Orang-orang Papua. Media massa enggan dan irit memberitakan berbagai tekanan, intimidasi dan paksaan yang dialami Orang-orang Papua. Media massa lebih memilih memberitakan hal-hal yang terkait dengan PEMDA-DPRD, TNI/POLRI bahkan sampai berulang-ulang. Dengan bernada kesal sembari mengusung sentimen etnis seorang aktivis perempuan Merauke menegaskan keengganan media massa untuk memberitakan nasib dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Papua karena mereka bukan orang asli Papua.  Hampir semua wartawan dan media massa adalah orang-orang luar, bukan orang Papua asli. Kekesalan terhadap media massa memunculkan pandangan bernada rasis ini “teman-teman media massa kebanyakan orang-orang luar atau bukan orang Papua asli, karena jika orang Papua pasti mereka menulis atau memberitakan apa adanya dan sesuai pikiran orang Papua. Tetapi yang ada sekarang adalah orang bukan asli Papua, mereka akan datang meliput tetapi tulisan pasti berbeda dan tulisan itu untuk memperkeruh situasi”.

Pada level masyarakat di Kampung-kampung telah timbul keresahan sosial di kalangan Orang-orang Papua menghadapi korporasi besar yang mengcaplok tanah mereka. Tindakan-tindakan perlawanan sudah mulai bermunculan dengan memasang plang penolakan, mencabut patok-patok perusahaan, dan lain sebagainya. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik manifest yang hebat antara orang-orang Papua dan korporasi karena korporasi yang masuk ke Merauke dari tahun ke tahun. Pergantian kekuasaan bukan membuat korporasi berkurang justru malah semakin bertambah. Terdapat tiga puluh enam (36) perusahaan pada akhir pemerintahan Jonh Gibse dan berkembang menjadi empat puluh delapan (48) perusahaan pada pemerintahan sekarang. Di antara sekian banyak perusahaan yang bekerja di Merauke hanya ada 8 perusahaan yang memiliki kantor di Merauke, selebihnya berkantor di luar Merauke.
 
PEMDA sendiri tidak mengambila kebijakan-kebijakan yang menekan bertambahnya perusahaan-perusahaan, PEMDA melihat kehadiran perusahaan dari segi pendapatan asli daerah tetapi mereka tidak melihat dari segi prespektif masyarakat adat. Misalnya pemerintahan Jhon G.Gebze dan sekarang pemerintahan Romanus Mbaraka mungkin cara pendekatan saja yang berubah dalam arti lain dulu apapun yang Jhon G.Gebze katakan, harus di dengar dan hal itu juga dipraktekan oleh Romanus Mbaraka. Mungkin Romanus tidak bilang kalau ini boleh atau ini tidak boleh tetapi dalam kenyataan masyarakat juga tidak bisa berbicara. Misalnya masyarakat ingin berbicara tentang hak-hak mereka,tetapi pemerintah mengatakan bahwa perusahaan itu penting karena mendatangkan PAD dan itukan namanya penekanan jadi wilayah-wilayah demokrasi masyarakat sipil itu tidak terjadi. 

C. CSO DI MERAUKE: FOKUS ISU DAN METODE GERAKAN
Secara umum masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh Orang-orang Papua adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hingga kini pelanggaran HAM masih menjadi problem utama dalam pembangunan di Papua. Pelanggaran terhadap hak-hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya Orang Papua tidak kunjung usai di bumi Cendrawasih ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah dominasi militer atas supremasi sipil melalui berbagai kebijakan, perundang-undangan yang juga terkait dengan keamanan dan bisnis. Lebih celakanya kebijakan desentralisasi dan Otsus di Papua tidak disertai oleh pengembangan kapasitas sipil
. 

Hak-hak Orang-orang Papua meliputi hak sipil-politik dan ekonomi, sosial dan budaya terlanggar oleh kebijakan-kebijakan pembangunan dengan menjadikan korporasi besar sebagai aktor utama dengan dibeking oleh militer. Negara dan korporasi melakukan kolaborasi di mana militer bertindak sebagai penjaga kepentingan keduanya dan tidak memperdulikan kepentingan dan hak-hak Orang Papua. Tidak boleh ada suara yang bertolak belakang dengan kehendak korporasi atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara. Dan militer merasa syah dan benar melindas mereka yang hanya bertanya apa artinya semua ini bagi Orang-orang Papua. Menyatakan pendapat secara bebas dan aman bagi Orang Papua adalah sesuatu yang mahal dan beriseko tinggi. Apalagi pendapat yang disampaikan tidak selaras dengan kehendak negara dan korporasi. Beragam tuduhan tak berdasar dialamatkan kepada mereka, segala bentuk intimidasi, dan teror mereka dapatkan. Bagian ini akan menggambarkan bagaimana CSO di Merauke menyikapi hal tersebut? Tegasnya bagaimana peran CSO di Merauke dalam merespons konteks yang sulit tersebut?
Pertama, kita mulai dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAME).  SKP adalah lembaga di lingkungan Keuskupan Agung Merauke yang melakukan penyadaran-penyadaran bagi Orang-orang Papua di kampung-kampung yang tanahnya diambil untuk kepentingan investasi. Mereka mengajak Orang-orang Papua untuk menyadari apa artinya tanah bagi kehidupan mereka dan oleh karena itu harus mempertahankannya. Isu yang mereka pilih sangat strategis karena di Merauke sedang marak-maraknya pembebasan tanah yang dilakukan oleh korporasi besar untuk pelaksaaan program MIFFE. Keuskupan Agung Merauke telah lama ikut terlibat dalam pembelaan hak-hak dan pemberdayaan Orang-orang Papua. Bersama dengan CSO (Ornop) Keuskupan Agung Merauke, melalui Delsos ikut mendirikan dan menyepakati pembentukan FOKER LSM Papua pada Agustus 1991. Pembentukan merupakan respons kalangan CSO terhahap kebijakan “Go to East Policy” yaitu suatu kebijakan pembangunan untuk Indonesia Bagian Timur pada tahun 1989.
  
Dalam melaksanakan kegiatannya SKP-KAME menggunakan beberapa metode. Pertama, SKP menyelenggarakan pendidikan kritis untuk memunculkan kesadaran Orang-orang Papua terhadap hak-hak mereka. Kedua, melakukan pengorganisiran kelompok-kelompok belajar masyarakat di kampung-kampung di Merauke. Ketiga, mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap Orang-orang Papua di Merauke. Beberapa jaringan SKP-KAME adalah HUMA, PUSAKA serta SAMDANA Bogor. Selain menerima bantuan pendanaan dari mitra-mitranya, SKP-KAME seringkali juga menjadi penyelenggara/panitia jika ada lembaga-lembaga dari Jakarta yang akan mengadakan pelatihan di Merauke. 
Keempat, menerbitkan media alternatif untuk menfasilitasi aspirasi Orang-orang Papua. Penerbitan media alternatif digagas karena media-media mainstream di Merauke tidak pernah memberitakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Orang-orang Papua. Media alternatif dikemas dalam bentuk Citizen Journalism di mana yang menjadi jurnalis adalah Orang-orang kampung sendiri dan Post Contact SKP di masing-masing kampung. Para jurnalis ini diberi kebebasan untuk menulis apa saja yang dialami oleh orang-orang kampung asalkan sesuai fakta dan didukung oleh data.
 Nama media alternatif ini adalah “SORAK”/Suara Orang Kampung. SORAK menjadi media bersuara orang-orang Papua untuk mengingatkan pemerintah dan korporasi bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi. 
Suara SORAK tentang pembebasan tanah untuk kepentingan investasi program MIFFE terhitung sangat keras. Terbitan-terbitannya menunjukkan bahwa SORAK berhadap-hadapan dengan kebijakan negara. Sebenarnya bukan SORAK yang berhadapan dengan negara, akan tetapi Orang-orang Papua yang merasa terganggu dengan kedatangan korporasi ke kampung mereka dan secara sepihak dan dengan cara-cara intimidatif berusaha mengambil tanah mereka. Berikut dua contoh tulisan mereka yang diterbitkan oleh SORAK edisi September-Oktober 2013 No. 18/Tahun III. 
Tulisan pertama berjudul KITORANG TIDAK BUTUH PERUSAHAAN, Kitorang tidak butuh perusahaan PT. ASTRA, MAYORA atau perusahaan saja untuk datang ke kitorang pu Kampung woboyo. Kitorang tetap bisa hidup dan cari makan tanpa kehadiran perusahaan dorang. Kitorang pu nenek moyang tidak pernah kasih tahu kalau jual tanah/hutan ke perusahaan akan bikin kitorang pu hidup sejahtera. Saat ini kitorang warga Kampung Woboyu ada tanam pohon kelapa dengan luas kurang lebih 10 H. Tujuan penanaman pohon kelapa ini untuk kampung sendiri. Dari pohon kelapa ini, kitorang juga bisa hidup. Kitorang tidak butuh perusahaan!!. Tulisan dikirimkan oleh Niko Kahol, Ketua Adat Kampung Woboyu, 26/9/2013
. Tulisan kedua berjudul TANAH SEMPIT, WARGA TOLAK PERUSAHAAN, Kitorang masyarakat Kampung Yowied tolak perusahaan masuk di kitorang pu tanah adat. Kitorang pu tanah ini tidak luas, hanya berapa kilometer saja dari bibir pantai. Sebelah sana (utara) Dodalim punya, sebelah kali itu Dokib punya (barat). Baru kitorang mau kasi tanah yang mana?. Tulisan dikirimkan oleh Robert, warga Kampung Yowied, 25/9/2013.
    
SKP-KAME juga menjadi tempat pengaduan bagi orang-orang Papua yang merasa hak-haknya terlanggar. Adalah ibu-ibu pedagang Papua di Pasar Ampera (Wamanggu) yang akan direlokasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Rencana relokasi ini ditolak oleh ibu-ibu pedagang karena dianggap akan mengganggu kehidupan ekonomi. Dengan direlokasi tidak akan banyak pembeli yang akan datang ke mereka. SKP-KAME mengadvokasi ibu-ibu pedagang pasar Ampera ini. Selain itu SKP-KAME membentuk organ sayap yang khusus menangani persoalan-persoalan perempuan dan anak di Merauke, yaitu eLaddper. 
Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Merauke. STISIPOL didirikan pada tahun 2006 disebabkan keprihatinan terhadap kondisi sosial-politik Merauke. STISIPOL menjadi perguruan tinggi yang mencoba mengembangkan pemikiran kritis dalam melihat perkembangan sosial-politik di Merauke. Saat ini 90% mahasiswa STISIPOL adalah anak-anak Papua asli yang notabene berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Terungkap dalam FGD bahwa STISIPOL mencoba membangun kekritisan mahasiswa terhadap situasi dan kondisi nyata yang saat ini terjadi Merauke. STISIPOL mendorong mahasiswa bersikap kritis dan menyuarakan hak-hak Orang-orang Papua. Bahkan seperti dituturkan oleh seorang peserta FGD bahwa STISIPOL telah melakukan demonstrasi damai yang pertama kali yang akhirnya diikuti oleh demonstrasi–demonstrasi lain. Demonstrasi dilakukan pada tahun 2009, pada saat pelantikan DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014, di mana kekuasaan lokal di Merauke saat itu sangat dominan dan represif. STISIPOL berdemo supaya DPRD sebagai representasi masyarakat lebih aspiratif dalam menerbitkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Oleh DPRD Kabupaten Merauke, STISIPOL juga diberikan akses untuk mengikuti setiap pembahasan RAPBD. Di dalam proses-proses pembahasan STISIPOL mempermasalahkan hutang bawaan dari pemerintahan periode sebelumnya. Sejak tahun 2010 terjadi perubahan kekuasaan dari yang sebelumnya John Gibse sebagai bupati Merauke selama dua kali periode kepada Romanus Mbaraka. Kasus hutang ini akhirnya berujung pada terseretnya beberapa mantan pejabat Merauke ke ranah hukum. STISIPOL juga ketinggalan dan terlibat dalam kegiatan yang menolak MIFEE. Kampus ini terlibat dalam penyusunan regulasi yang memihak orang-orang Papua baik ditingkat kabupaten maupun kampung. Dalam mempengaruhi kebijakan publik STISIPOL melakukan demonstrasi, kampanye anti politik uang (Pilkada 2010, Pilgub)- melalui spot iklan, pembagian stiker dan peliputan media. 
Lembaga ketiga yang melakukan pemberdayaan masyarakat adalah YASANTO. YASANTO didirikan oleh awam Katolik yang tidak berafiliasi langsung dengan Keuskupan Agung Merauke. Seperti Delsos Keuskupan Agung Merauke, YASANTO terlibat dalam pembentukan FOKER LSM Papua yang dibentuk pada tahun 1991. Berbeda dengan SKP-KAME yang lebih transformatif, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh YASANTO corak developmentalisnya lebih kentara. Yasanto memiliki 4 divisi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Pertama, divisi pendidikan. Divisi ini mengelola STM dan Politeknik Pertanian/Perikanan/Peternakan. Kedua, divisi kesehatan masyarakat. Divisi ini menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan pendampingan bagi penderita HIV/AIDS. Ketiga, divisi pengembangan sosial ekonomi. Divisi ini menfasilitasi pengembangan usaha-usaha kecil masyarakat dan kooperasi. Keempat, divisi usaha mandiri. Divisi diberi mandat untuk memaksimalkan dan mengembangkan aset-aset yang dimiliki oleh YASANTO sehingga menjadi produktif.
 
Organisasi masyarakat sipil keempat yang potensial dalam mendorong demokratisasi di Merauke adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kehadiran AJI memberikan harapan bagi pengembangan demokrasi karena pada pemerintahan sebelumnya tidak dimungkinkan membentuk organisasi seperti AJI. Organisasi di mana para jurnalis kritis tergabung ini dibentuk setelah terjadi perubahan pemerintahan (kekuasaan) di Merauke. Seorang jurnalis menjelaskan bahwa pada pemerintahan dulu tidak ada asosiasi jurnalis di Merauke. AJI maupun PWI itu tidak ada. Sejak terjadi perubahan pemerintahan kebebasan press lebih terbuka. Pemerintahan sekarang lebih terbuka bagi kebebasan press, dibanding pemerintahan yang dulu, Media diberi sedikit kebebasan atau dapat dikatakan media dapat meliput apa saja dibanding dulu.
  
Kelima, organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Katolik, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Katolik Rebuplik Indonesia (PMKRI) adalah organisasi-organisasi potensial sebagai aktor demokrasi di Merauke. Keenam, lembaga adat bagaimanapun mendapat tempat di dalam masyarakat Papua. Adat memiliki tempat yang terhormat di kalangan Orang-orang Papua. Akan tetapi DAP dan LMA di Merauke mengalami “delegitimasi” berkaitan dengan investasi dan pembebasan tanah di Merauke. Lembaga-lembaga adat seperti Dewan Adat Papua (DAP) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA). CSO potensial yang lain adalah KNPB (Komite Nasional Papua Barat), dan JASINGAN- organ yang dibentuk untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran. Perkumpulan ibu-ibu Pedagang Papua asli adalah organisasi massa yang beranggotakan ibu-ibu Papua yang berjualan di Pasar Ampera (sekarang Wamanggu). Ibu-ibu Papua adalah kelompok paling rentan terhadap pemberlakuan kebijakan pemerintah. Perkumpulan ini mencoba membela kepentingan-kepentingan ibu-ibu Papua di pasar Ampera. Berikut tabel di bawah adalah beberapa CSO yang ada di Merauke.
Tabel
	No
	CSO/NGO
	Organisasi Mahasiswa/Pemuda
	Organisasi Massa

	1
	YAPARPEM
	Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
	Lembagan Masyarakat Adat (LMA)

	2
	YASANDO
	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
	Komiten Nasional Papua Barat (KNPB)

	3
	SKP-KAME
	Organisasi Pemuda Katolik
	Dewan Adat Papua (DAP)

	4
	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL)
	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

	5
	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
	-
	Asosiasi Pedagang Perempuan asli Papua Pasar Wamanggu (Ampera)

	6
	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
	-
	Nahdhatul Ulama (NU)  

	7
	eLadpper
	-
	-


D. LIMITASI ISU DAN GERAKAN CSO DI MERAUKE
Isu utama di Merauke seperti di daerah Papua yang lain masih perihal Hak-hak Asasi yang luas bagi Orang-orang Papua meliputi hak sipil-politik seperti menyatakan pendapat, mengunakan ruang publik dengan aman dan nyama, hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber produksi, perlindungan untuk mendapat dan memilih pekerjaan, dan terakhir hak atas pembangunan, seperti orang-orang Papua diikutsertakan dan menerima manfaat dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Civil Society Organization (CSO), tokoh masyarakat, aktivis sosial, jurnalis dan dosen-dosen  di Merauke menyadari hal ini. 

Meskipun berada dalam resiko tekanan dan teror CSO di Merauke terus melakukan perlawanan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh CSO adalah pengorganisasian, penyadaran, penerbitan media alternatif, demonstrasi dan kampanye. Berkomunikasi langsung dengan PEMDA juga menjadi pilihan untuk mendorong regulasi-kebijakan yang berpihak kepada Orang asli Papua. Tapi segala upaya yang dilakukan masih sangat terbatas dan tidak ada yang berterus terang bicara soal demokratisasi di Merauke. Kalangan CSO menyadari bahwa mereka dan Orang-orang Papua mengalami intimidasi, fitnah, tuduhan dan teror untuk kemudian dibungkam agar mereka tidak bicara. Menyikapi keadaan sesulit ini, CSO lebih memilih melakukan sharing dengan orang-orang yang benar-benar mereka percaya memiliki komitmen terhadap Orang Papua. Dalam hal ini mereka sangat berhati-hati berbagi informasi. Individu-individu yang sepikiran, sepenanggungan dan seperasaan menjadi pilihan untuk berbagi informasi dan keluh kesah Orang-orang Papua.

Selain berbagi informasi antara sesama aktivis, CSO dan orang-orang Papua di Merauke menjadikan SKP sebagai tempat pengaduan dan sekaligus tempat berlindung jika mereka mendapat teror dan intimidasi dari pihak-pihak yang ingin mengambil tanah mereka. Hal ini cukup beralasan karena SKP adalah lembaga di bawah Keuskupan Agung Merauke yang sangat intens melakukan penyadaran dan pengorganisiran orang-orang Papua di Kampung-kampung untuk melakukan penolakan pembebasan tanah. Di tengah teror yang besar yang dialami CSO dan orang-orang Papua, Keuskupan Agung Merauke menjadi semacam perisai pelindung bagi mereka. Terutama jika CSO menghadapi polisi dan tentara, biasanya SKP tampil paling depan untuk menghadapi mereka, terutama pada kasus-kasus teror dan tuduhan-tuduhan separatis. Hal ini yang membuat SKP-KAME menjadi perisai bagi masyarakat sipil di Merauke
. Diskusi juga menjadi saluran CSO di Merauke untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Orang-orang Papua. Selain ke SKP terdapat pula praktek pengaduan individual kepada aktivis CSO dan biasanya individu-individu ini meneruskan kepada pemerintah. 
Jika dihubungkan dengan demokrasi dan memperhatikan isu utama serta motode gerakan yang dipilih terlihat bahwa CSO di Merauke masih bergerak sendiri-sendiri padahal ada kesepahaman isu strategis yang dapat dijadikan fokus isu bersama dan diadvokasi bersama-sama, yaitu pelanggaran Hak-hak Asasi Orang-orang Papua, pembebasan tanah ulayat besar-besaran yang dapat mengganggu kehidupan Orang-orang Papua, teror dan tuduhan-tuduhan separatis bagi mereka yang menyampaikan suara yang berbeda dengan pemerintah adalah beberapa isu yang dapat dijadikan keprihatinan bersama oleh CSO di Merauke. Namun CSO belum merumuskannya dalam agenda bersama. Isu ini masih sebatas rasan-rasan di kalangan mereka sendiri tanpa ada skenario perlawanan yang akan dilakukan bersama-sama. Padahal pada level masyarakat di Kampung-kampung telah muncul kesadaran dan suara-suara penolakan terhadap pembebasan tanah. Suara orang-orang Papua di Kampung-kampung ini belum disambut secara meluas oleh kalangan CSO untuk disuarakan secara bersama-sama di tingkat kabupaten. 
Pada aspek lain lawan demokrasi dan CSO di Merauke sangatlah kuat. Lawan CSO adalah korporasi-korporasi dengan kekuatan modal yang besar dan dikendalikan dari Jakarta dan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan modalitas “kursif yang syah” yaitu militer. Pada titik ini CSO di Merauke belum memiliki siasat atau strategi untuk menghadapi struktur ekonomi-politik yang manipulatif-eksploitatif yang tidak hanya menyebabkan demokrasi tidak bekerja akan tetapi lebih fatal menimbulkan pelanggaran Hak Asasi orang-orang Papua. Mereka belum mendesain strategi perlawanan mulai dari tingkat Kampung, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsial hingga ke tingkat Nasional bahkan kalau perlu ke tingkat internasional. Belum ada pembagian tugas di antara mereka siapa bertanggung terhadap apa dan bagaimana. Situasi CSO yang seperti ini tidak akan 
Respons CSO terhadap isu-isu krusial seperti telah diuraikan di bagian awal bab ini bersifat rasan-rasan dan masih sangat terbatas di lingkungan mereka sendiri. Gerakan CSO di Merauke masih bersifat “Oposisi bisik-bisik” di kalangan terbatas dengan menyebarkan informasi-informasi di mana tidak sembarang orang bisa mendapatkannya karena mereka khawatir disalahgunakan. CSO belum muncul secara manifest sebagai Gerakan Politik Bersama untuk merumuskan, mengartikulasikan, mengagregasikan, dan mengadvokasi kepentingan-kepentingan orang Papua dan kehidupan demokrasi yang lebih baik dalam suatu strategi dan metode gerakan yang disepakati secara bersama-sama di antara mereka. Mereka para CSO ini belum tergerak mendorong partisipasi publik yang lebih luas dengan mengupayakan “free public sphere” di tingkat kabupaten untuk memperkuat kontrol orang-orang Papua (popular control) berdasarkan kesamaan secara politik atas penyelenggaraan kepentingan-kepentingan mereka dalam sebuah negara hukum demokrasi. 
E. PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Tidak serta merta kesetaraan kesempatan (equity of oppurtunity) melalui tindakan afirmasi 30% persen kouta perempuan di Parlemen/DPRD dapat pula menghasikan apa yang disebut kesetaraan hasil (equity of result). Setidaknya ini terkonfirmasi dalam keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kabupaten Merauke-Papua. Dari tiga kali Pemilu era post autoritarian Soeharto (1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014) keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kabupaten Merauke sangat memprihatikan. Seperti disampaikan oleh seorang narasumber dalam FGD (Focus Group Discussion) bahwa dari Pemilu ke Pemilu keterwakilan mereka semakin merosot dan bahkan sama sekali tidak ada. Pada pemilu 1999, sebelum Merauke dimekarkan menjadi 4 kabupaten; yaitu Kabupaten Asmat/Agats, Kabupaten MAPPI dan Kabupaten Boven Digul, dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Merauke, hanya ada 2 orang anggota perempuan. Pada Pemilu 2004 sesudah terjadi pemekaran dari 25 anggota DPRD hanya ada 1 orang anggota perempuan dan tragis pada Pemilu 2009 sama sekali tidak anggota DPRD Kabupaten Merauke yang perempuan.
Hal ini menimbulkan tanda tanya kenapa demikian? Padahal upaya-upaya mendorong partisipasi perempuan telah dilakukan di Papua. Damianus Katayu
 memberikan sedikit penjelasan tentang adat yang menurutnya mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik dan demokrasi lokal khususnya keterwakilan mereka dalam DPRD. Menurutnya jarang sekali bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada perempuan Papua yang tampil dalam ruang-ruang publik apalagi politik karena politik dalam pandangan adat di Papua adalah pamali (amop) bagi kaum perempuan.
 Tabu bagi perempuan untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik, karena politik hanya pantas dilakukan oleh laki-laki. Adat, mengikuti pandangan ini,  dilihat sebagai faktor penghambat bagi partisipasi perempuan dalam politik dan ruang-ruang publik. 

Selain kendala adat, perempuan menghadapi tantangan-tantangan lain yang menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam ruang demokrasi, ruang publik dan politik elektoral. Tantangan ini tergambarkan pada diskusi dengan aktivis perempuan, Caleg perempuan Papua, tokoh agama, jurnalis dan mahasiswa di Merauke. Dari diskusi ini disimpulkan terdapat empat hal yang berkontribusi menghambat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam DPRD Merauke melalui kontestasi politik elektoral. Tabel di bawah menunjukkan hal tersebut.  
Tabel

Tantangan Partisipasi (Keterwakilan) Perempuan dalam Politik Elektoral 2014
 



Ke empat faktor yang menghambat partisipasi perempuan adalah: pertama, kendala kultural, seperti telah dibahas di atas bahwa tantangan pertama yang dihadapi oleh perempuan adalah ADAT. Adat di Papua berpandangan bahwa terdapat beberapa pamali (amop) yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh perempuan bahkan didengarpun dilarang. Dalam pandangan adat di Papua, politik dipersepsi sebagai amop bagi perempuan, dan dapat dikatakan apabila ada perempuan terlibat dalam politik berarti dia melakukan pamali yang tidak pantas dilakukan menurut adat.
Pada titik ini adat berusaha memasuki wilayah-wilayah yang semestinya tidak terjamah oleh adat. Politik dan parlemen misalnya bukanlah lembaga kultural yang dapat dinilai dengan menggunakan kacamata adat. Politik adalah arena di mana kekuasaan direbut dan dipertahankan dan kepentingan-kepentingan publik diperjuangkan dengan jalan mengelola tata hidup bersama yang sejahtera dan berkeadilan. Sementara parlemen adalah lembaga representasi di mana setiap orang termasuk perempuan dapat menjadi anggotanya secara konstitusional melalui mekanisme Pemilu sebagai wakil rakyat. Keduanya adat dan politik (parlemen) tidak perlu saling menginterupsi satu sama lain atau paling tidak perlu pemisahan. 
Kedua, sistem Pemilu dan dominasi partai yang masih tidak menguntungkan perempuan. Salah satu contoh misalnya adalah soal penentuan nomor urut dan tata cara penghitungan suara cenderung masih menguntungkan laki-laki. Penentuan nomor urut Caleg sekarang menggunakan Zipper System, di mana di antara 3 orang Caleg harus ada 1 Caleg perempuan. Dan biasanya perempuan selalu menempati nomor urut 3, 6 atau 9. Jarang sekali partai politik yang menempatkan perempuan pada nomor urut 1 atau 2 atau pada kelipatan 3 berikutnya pada nomor urut 4 atau 5 dan seterusnya. Meskipun sistem penghitungan menggunakan suara terbanyak hingga BPP akan tetapi pada penghitungan berikutnya jika partai tidak sampai pada BPP maka di sini dominasi partai berlaku dan di sini pula peluang nomor urut kecil yang biasanya ditempati oleh laki-laki.  
Ketiga, prilaku pemilih Orang-orang Papua. Dalam diskusi dengan berbagai kalangan terungkap bahwa ada kecenderungan Orang-orang Papua tidak memilih Caleg asli Papua. Kecenderungan seperti ini sangat disesali oleh Caleg-caleg perempuan asli Papua yang menjadi peserta diskusi. Menurut mereka seharusnya Orang-orang asli Papua memilih mereka karena sama-sama orang asli Papua. Terlihat sekali bahwa para Caleg perempuan Papua sedang membangun politik identitas barbasis kesukuan atau etnisitas, sesuatu yang sebenarnya tidak sehat bagi kematangan demokrasi. Hal lain yang juga terungkap dalam diskusi adalah prilaku pemilih yang transaksional. Mereka bersedia memilih apabila kandidat atau calon tertentu menyediakan sejumlah uang atau barang-barang tertentu kepada mereka. Suara mereka telah ditransaksikan.
Keempat, kapasitas Caleg perempuan Papua. Politik dan parlemen adalah dua institusi yang menghendaki kapasitas dan ketrampilan tertentu yang dituntut oleh orang-orang yang mengelutinya. Sebelum menjadi anggota parlemen (DPRD) seorang politisi/Caleg harus memiliki kemampuan merebut hati rakyat, menyapa mereka, membangun kedekatan dengan mereka dan menjadi bagian dari rakyat. Pada tahap ini seorang Caleg dituntut memiliki kemampuan dan ketrampilan membangun linkage politik (political linkage) dengan rakyat/konstituen. Soal lain tentang kontestasi Pemilu adalah kemampuan untuk mengajak/mempersuasi calon pemilih agar memilih Calegnya. Pada bagian ini seorang Caleg dituntut memiliki metode-metode kampanye yang efektif/tepat sasaran dan efisien (murah). Pada bagian ini seorang Caleg memiliki kapasitas public speaking yang memadai bagi seorang politisi. Selain itu masalah penganggaran, legislasi dan pengawasan adalah ketrampilan-ketrampilan yang wajib dimiliki oleh seorang anggota DPRD/politisi.  
Selain masalah politik elektoral di atas, perempuan Papua minim partisipasi dalam penentuan kebijakan publik. Berbeda dengan partisipasi perempuan di Kubu Raya-Kalbar yang signifikan, partisipasi perempuan Papua tidak terlihat. Kita bisa menyebut dua kasus untuk menggambarkan minimnya partisipasi perempuan Papua dalam penentuan kebijakan publik. Pertama, pembebasan tanah (tanah-tanah ulayat) yang luar biasa besar dan pesat untuk kebutuhan lahan investasi. Kedua, relokasi pedagang perempuan asli Papua di pasar Ampera (Wamanggu). 
Dalam kedua kasus ini, perempuan Papua hanya menjadi objek kebijakan semata tanpa bisa berbuat sesuatu apa. Terungkap dalam kegiatan wawancara dengan ketua asosiasi pedagang perempuan asli Papua dan Focus Group Discussion bahwa perempuan Papua menjadi kelompok sosial yang paling rentan menghadapi investasi besar-besaran di Merauke. Mereka akan kehilangan sumber ekonomi dan penghidupan mereka yang selama ini bergantung kepada keberadaan tanah ulayat di mana mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. 
Minimnya partisipasi perempuan Papua dalam penentuan kebijakan publik berhubungan dengan konstruksi demokrasi lokal di Merauke yang menurut narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini maupun dalam FGD belum memberikan ruang kebebasan yang cukup bagi orang Papua, apalagi perempuan Papua. Menimbang konteks demokrasi lokal di Merauke, rasanya sulit menemukan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan kebijakan publik. Salah satu faktor yang menyulitkan perempuan Papua adalah perihal keberadaan mereka dalam pandangan adat. Menurut adat di Papua perempuan tidak memiliki hak ikut terlibat membicarakan soal tanah. Apakah tanah akan disewakan dan atau dijual perempuan tidak memiliki hak bicara dan berpendapat. Soal tanah adalah urusan para laki-laki. 
Yang menggembirakan yang perlu dituliskan di sini tentang partisipasi perempuan Papua. Pertama, sudah muncul inisiatif dari para perempuan Papua untuk melaporkan dan berdiskusi apabila mereka mengalami “masalah-masalah” baik di keluarga, misalnya saja kasus KDRT, kasus yang sering terjadi di Merauke-Papua dan kasus-kasus yang bersifat “publik”, misalnya mereka mengalami masalah dalam urusan KTP, Raskin, BLT dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kasus relokasi pedagang Ampera, para perempuan Papua sudah mulai inisiatif melaporkan kepada individu-individu yang benar-benar mereka percaya yang kemudian individu yang mendapat laporan tersebut meneruskannya kepada eLadpper.
 

Kedua, terdapat perempuan Papua yang aktif di dalam politik baik menjadi anggota/pengurus partai politik maupun menjadi Caleg pada Pemilu 2014. Terungkap dalam diskusi yang menghadirkan para Caleg perempuan Papua bahwa mereka pada Pileg 2014 ini mereka ditempatkan di nomor urut kecil (nomor urut 1 dan nomor urut 2) daftar Caleg DPRD Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua. Di antaranya misalnya saja adalah Ibu Maria Fatima yang ditempatkan pada nomor urut 2 Caleg Dapil 1 Merauke. Selain itu dia juga sudah aktif sebagai di partai sejak tahun 2004 dan kini menjadi Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Merauke. Mantan Ketua eLadpper juga mencatatkan diri sebagai Caleg pada Pileg 2014 dari Dapil 2 dari parta Gerindra. Mantan Ketua eLadpper juga menjadi anggota KPUD Kabupaten Merauke periode 2014-2019. 
F. TANTANGAN DAN PELUANG CSO DI MERAUKE
CSO di Merauke menghadapi tantangan hebat dalam mendorong apa yang oleh Diamond disebut free public sphere. Padahal Civil Society membutuhkan “ruang publik yang bebas” untuk menyampaikan pendapat (bicara maupun tulisan), berkumpul, serta berserikat untuk memperjuangkan kepentingan secara bebas dan aman (Diamond, 2004). Demikian pula demokrasi membutuhkan free public sphere sebagai arena di mana isu-isu, wacana-wacana dan kepentingan-kepentingan Orang Papua didengarkan, diartikulasikan, diagregasikan dan dinegoisasikan. Tragisnya di Merauke “ruang publik yang bebas” yang dikehendaki oleh demokrasi, dan seharusnya demokrasi menumbuhkannya, justru malah tidak ada. 

Ketiadaan free public sphere bukan tanpa sebab, ketiadaannya dikarenakan terjadi pembungkaman melalui intimidasi, teror, tuduhan separatis, dan lain-lain yang dilakukan oleh aparatus negara yang berkolaborasi dengan pemodal-pemodal besar kepada Civil Society dan Orang Papua. Mereka tidak boleh menyampaikan “suara berbeda” dengan kehendak pemodal-negara. Sekali saja mereka melakukannya maka popor senjata, teror, tuduhan pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menunggu. Dalam kasus ini Militer menjadi aktor utama dalam penebaran rasa takut melalui tindakan teror. Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan bahwa Militer selalu menganggap mereka yang “bersuara berbeda” dengan kehendak negara sebagai musuh negara dan harus ditumpas. Tidak jarang dan hampir selalu Militer menggunakan dan menerapkan “politik ketakutan” (the politics of fear) dalam mengamankan agenda negara. Lebih jauh Ikrar menjelaskan bahwa Militer selalu menganggap Orang-orang Papua sebagai separatis kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka bukan separatis.
 
Hampir semua CSO mulai dari Non Government Organization (NGO), media massa, organisasi kepemudaan/mahasiswa, organisasi massa, lembaga-lembaga adat, bahkan Perguruan Tinggi menghadapi masalah yang sama. Sebagai kekuatan demokrasi mereka seperti tidak berdaya menghadapi kondisi represif yang dilakukan oleh negara yang berkolaborasi dengan korporasi. Situasi ini membuat Orang-orang Papua tertekan dan takut menyampaikan pendapat di muka publik. Dan demokrasi tidak bisa tumbuh dalam kondisi seperti ini. Pada kenyataannya demokrasi di Merauke mempunyai lawan yang tangguh, ia tidak hanya mempunyai akses kekuasaan, tetapi juga mempunyai akses sumber daya ekonomi dan juga akses terhadap “bentuk-bentuk kursif atau kekerasan yang syah”. Kolaborasi kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan kendali kursif menjadi tantangan yang dihadapi CSO sangat berat dan besar. Lebih-lebih CSO menghadapi potensi konflik yang mungkin saja melibatkan Orang-orang Papua di Kampung-kampung yang mulai resah dan melakukan tindakan pemalangan-pemalangan terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai wilayah investasi korporasi. Pembebasan tanah ulayat menyebabkan Orang-orang Papua, terutama perempuan, akan kehilangan sumber produksinya. Pembebasan tanah ini membuka peluang bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi karena tanah adalah alat produksi Oran-orang Papua yang selama ini menggantungkan hidupnya. Lebih jauh ini bisa dianggap pelanggaran terhadap hak hidup Orang-orang Papua. 
Perihal tanah-tanah yang dicaplok dan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang menjadi rasan-rasan di kalangan CSO ini sebenarnya beririsan dengan demokrasi secara umum, khususnya ruang publik yang bebas. Ketiganya dapat diletakkan pada relasi pembangunanisme dengan demokrasi-kebebasan ruang publik. Yang pertama lebih menekankan pada pertumbuhan dan akumulasi kapital sementara yang kedua lebih mementingkan partisipasi dan hak-hak warga. Merujuk pada pengalaman di Merauke nampaknya yang kedua yang dikalahkan. Keadaan seperti ini tidak terlalu mengagetkan karena seperti Mas’oed (2003) menjelaskan bahwa hasrat akumulasi kapital dan kepentingan ekonomi melalui pembangunan menghendaki “keharusan struktural” untuk mengabaikan demokrasi dan memiliki kecenderungan melahirkan otoritarianisme.
 Khusus di Merauke bahwa apa yang telah diruntuhkan oleh gerakan reformasi pada Mei 1998 dan telah mulai ditinggalkan di banyak tempat, justru malah dipindahkan dan dipraktekkan di Merauke.
 Telah terjadi desentralisasi otoritarianisme di Merauke. 
Demokrasi menghendaki agar dalam kehidupan boleh ada perbedaan, boleh berbeda dalam banyak hal, termasuk berpikir atau menyampaikan pikiran. Akan tetapi iklim seperti itu tidak tercipta di Merauke. Forum-forum atau akses-akses yang diberikan kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan uneg-uneg atau aspirasi mereka seolah-olah dikancing atau ditutup rapat. Tragisnya hal ini dilakukan oleh orang asli Papua sendiri. Orang-orang Papua jika berbicara mengenai hal yang berbeda tidak ditanggapi dan dilarang dan itu terjadi sampai sekarang.
 Penangkapan dan pembubaran forum-forum diskusi juga sering terjadi di Merauke. Salah satunya menimpa seorang aktivis pemuda Katolik dituduh melakukan pencemaran nama baik penguasa setempat dan ditahan oleh polisi dalam beberapa waktu dan pembubaran forum diskusi yang dilakukan oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Aktivitas mereka selalu dilarang dan ditekan jika akan melakukan demonstrasi. Tantangan yang lain adalah melemahnya mutual trust di kalangan CSO dan sesama aktivis. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari konteks demokrasi Merauke di mana masing-masing pihak mulai tidak percaya kepada yang lain, karena merasa seperti teradu domba sehingga menyulitkan untuk menyuarakan kepentingan bersama.
  
Tantangan berat lain berasal dari lembaga-lembaga adat. Seperti telah diuraikan di awal bahwa adat tidak hanya memiliki tempat terhormat di kalangan orang Papua tapi juga memiliki daya paksa yang tidak bisa dianggap enteng. Sayangnya, lembaga-lembaga adat mengalami “delegitimasi” karena tidak mengambil posisi dan peran yang ideal dalam kasus investasi korporasi dan pencaplokan tanah-tanah ulayat yang dilakukan oleh korporasi. Oleh orang-orang Papua lembaga-lembaga adat dianggap menjadi bagian dari massifnya pembebasan tanah yang terjadi di Merauke. Mereka dianggap penyuplai informasi dan penunjuk kepada investor tentang tanah-tanah ulayat di seluruh wilayah Merauke. Tidak hanya itu mereka juga dianggap sebagai pembujuk orang-orang Papua agar mau menyerahkan atau menyewakan tanahnya bagi kepentingan investasi.
 

Peluang Demokratisasi di Merauke

Tetap saja di antara tantangan pasti terdapat peluang yang dapat digunakan dalam mengembangkan demokrasi di Merauke. Pertama, demokrasi yang hendak kita kembangkan adalah demokrasi yang memberikan ruang bagi suara yang tidak tersuarakan agar terdengar lebih luas menembus batas-batas Kampung atau dengan kata lain didengar oleh elit dan publik di supra Kampung. Keberadaan SKP-KAME menjadi signifikan bagi munculnya kesadaran dan simpul belajar orang-orang Papua di Kampung-kampung. Penyadaran dan pengorganisiran yang mereka lakukan telah menerbitkan harapan bagi partisipasi orang-orang Papua dalam demokrasi. SORAK (Suara Kampung Orang Kampung) yang diterbitkan oleh SKP-KAME adalah penanda penting bagaimana demokrasi akan bertumbuh di Merauke. SORAK telah memainkan peran penting dalam menfasilitasi suara-suara perlawanan orang-orang Kampung. 

SORAK tampil sebagai media alternatif yang digunakan oleh Orang-orang Papua di Kampung-kampung untuk menyampaikan aspirasinya di mana mereka tidak mereka mendapatkan dari media-media massa mainstream di Merauke. 
Kedua, kesadaran adalah pintu pertama menuju perubahan. Sebelum mengubah keadaan orang-orang Papua harus menyadari terlebih dulu tentang diri mereka dan konteks yang mereka hadapi. Penelitian menemukan bahwa kesadaran seperti telah mulai muncul dan tumbuh. Orang-orang Papua mulai sadar dan berani menyampaikan aspirasinya, terutama melalui media alternatif SORAK. Tulisan-tulisan mereka dan atau tentang mereka menunjukkan hal tersebut dan tidak bisa dianggap sepele.  Kesadaran ini perlu diikuti oleh tindakan pengkapasitasan diri agar mereka lebih percaya diri dalam mengembangkan demokrasi. 
Ketiga, hadirnya STISIPOL memberikan peluang yang sangat signifikan bagi penguatan demokrasi terutama terkait dengan penciptaan ruang publik yang bebas. Perguruan Tinggi yang didirikan pada tahun 2006 ini memberikan harapan bagi promosi kehidupan demokrasi di Merauke. Hal ini ditunjukkan oleh orientasi pendidikan dan aktivitas yang mereka lakukan sejak tahun 2009. STISIPOL mendapat cap sebagai kampus yang mengajarkan mahasiswa untuk menjadi separatis. Tuduhan didasarkan hanya karena STISIPOL mengembangkan sikap kritis terhadap kondisi sosial-politik dan pemerintahan di Merauke. Kampus ini membangun pemikiran bahwa masyarakat itu tidak lagi bisa dibodohi. STISIPOL telah memulai tradisi baru dalam berdemokrasi di Merauke dengan melakukan demonstrasi sesuatu yang mahal terjadi pada tahun 2009. Selain itu Kampus ini juga membuat kampanye anti “money politic”, pada waktu PILKADA 2010 dan Pilgub, dengan membuat spot iklan, membagi stiker.  Bagi STISIPOL apa yang mereka lakukan merupakan kontribusi mereka dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kampanye-kampanye ini juga diliput oleh media.
 
Keempat, kebebasan press mulai dirasakan oleh para jurnalis. Demokrasi membutuhkan “ruang publik yang bebas” di mana media massa dan jurnalis memainkan peran penting dalam hal ini. Media massa diharapkan memberikan porsi pemberitaan yang lebih besar tentang Orang-orang Papua yang hak-hak dasarnya terlanggar. Terbentuknya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah indikasi bahwa kebebasan press akan tumbuh di Merauke. Jurnalis merasa lebih leluasa menulis apa saja yang ingin mereka tulis tanpa dihantui oleh rasa khawatir diintimidasi seperti pada masa-masa yang lalu. Menurut seorang jurnalis pemerintahan sekarang lebih terbuka dibandingkan pemerintahan yang lama.
 Hal ini membuka peluang bagi jurnalis dan media massa untuk tampil menjadi pewarta tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Papua. 
Kelima, Pemilu 2014. Pileg 9 April-Pilpres Juli 2014 menjadi peluang bagi CSO untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan peringatan bagi para Calon Legislative bahwa mereka akan memilih Caleg-caleg yang berpihak kepada kepentingan orang-orang Papua dan berkomitmen pada demokrasi. “KAMI PILIH YANG PEDULI BAGI KAMI ORANG PAPUA”, “JANGAN PILIH CALEG KORUP”, “TOLAK POLITIK UANG” adalah beberapa materi yang bisa dikampanyekan. Kampanye bisa dilakukan dengan stiker, spanduk, pentas seni papua, dll. 
Keenam, adat tetap saja menjadi institusi penting di Papua. Meskipun mengalami delegitimasi lembaga-lembaga adat tetap potensial sebagai salah satu stakeholders dalam memperkuat demokrasi. Pendekatan melalui jalur adat bisa efektif dalam berkomunikasi dengan penguasa setempat dan dalam titik tertentu berkontribusi pada kemudahan melakukan pengorganisiran karena kepala adat di Kampung-kampung masih dihormati. Seperti yang dilakukan oleh para tetua adat etnis Kimaam yang secara berkala mengadakan pertemuan dengan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, yang kebetulan juga beretnis Kimaam. Para tetua adat etnis Kimaam mengadakan pertemuan tiga bulan sekali dengan Bupati untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka tentang persoalan-persoalan di Merauke dan mengingatkan Bupati bahwa ia adalah orang Papua dan jangan sampai membiarkan Orang-orang Papua semakin resah dengan masuknya korporasi besar sehingga Bupati membatasi mereka.
 
G. REKOMENDASI
Berdasarkan konteks demokrasi dan kondisi CSO seperti diuraikan di atas penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang penting dilakukan oleh CSO di Merauke. Pertama, membangun kesadaran dan kritisisme melalui pendidikan politik dan hak asasi manusia (hak sipol dan ekosob) bagi CS dan tetua adat, ibu-ibu yang tinggal di Kampung-kampung dan ibu-ibu anggota paguyuban pedagang pasar Ampera, Caleg perempuan Papua. Pendidikan kesadaran kritis perlu diikuti oleh bentuk-bentuk capacity building yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal, misalnya saja managemen konflik bagi aktivis CSO. Masyarakat harus terdidik secara politik sehingga mereka paham dengan masalah-masalah yang terjadi. Perlu adanya penguatan politik untuk CALEG-CALEG perempuan karena sering kali mereka hanya dimasukkan sebagai syarat administrasi saja. 
Kedua, SATUNAMA perlu memfasilitasi CSO untuk menggalang “Dewan Kota” Merauke yang terdiri dari Non Government Organization (NGO), jurnalis, akademisi, Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Papua, pemimpin agama, pemimpin adat, aktivis dan politisi perempuan Papua serta individu-individu yang berkomitmen terhadap Orang-orang Papua. Terdapat tiga hal yang bisa difungsikan oleh “Dewan Kota” sebagai berikut: 

1. Mengupayakan dan mengkampayekan “ruang publik yang bebas” bagi partisipasi Orang-orang Papua melalui proses-proses demokratis yang mengutamakan perempuan.
2. Mendesain siasat dan strategi advokasi kebijakan publik mulai dari tingkat Kampung, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsial, Nasional hingga tingkat Internasional. 
3. Menfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan Orang-orang Papua ke pemerintah kabupaten, provinsi dan bahkan nasional.  

Ketiga, CSO perlu merapatkan barisan dalam visi dan kesatuan fokus dan gerak. Visi bersama, siapa bertanggunjawab terhadap apa dan bagaimana perlu disepakati oleh masing-masing CSO dengan mengintensifkan CSO  meeting secara berkala. Untuk sementara SKP-KAME bisa ditunjuk sebagai HOST-nya untuk memulai pertemuan-pertemuan lintas CSO. 

Keempat, perlawanan tidak bisa dilakukan sendirian, suara sepuluh orang memiliki daya gedor lebih kuat dibandingkan suara satu orang, suara seratus orang lebih dahsyat daripada suara sepuluh orang, begitu seterusnya. Maka rekomendasi keempat adalah memperluas dan memperbanyak sekutu dan jaringan adalah pilihan strategis dalam mengadvokasi hak-hak Orang-orang Papua. Melibatkan sebanyak mungkin orang dalam forum-forum warga juga akan menambah daya dorong advokasi kebijakan publik yang akan dilakukan. 
BAB IV

POTRET DEMOKRASI DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (CSO) DI NAGAN RAYA-ACEH
A. PENDAHULUAN
Kebijakan desentralisasi memunculkan inisiatif pemekaran daerah di Aceh. Sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Nagan Raya merupakan bagian dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Aceh Barat. Pada periode keresidenan Aceh, Kabupaten Aceh Barat termasuk salah satu wilayah keresidenan dari empat keresidenan yang ada di wilayah Aceh
. Luas wilayah Aceh Barat pada saat itu terbentang dari gunung Geurutee sampai dengan Aceh Singkil dan kepulauan Simeulu. Dari bentangan wilayah administratif tersebut, selanjutnya dibagi kedalam 6 kabupaten. Salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nagan Raya yang meliputi Seunagan, Seneuam dan Beutong.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Aceh Barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Aceh Barat dan Aceh Singkil
. Selanjutnya dalam rentang tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, Aceh Barat telah mengalami dua kali pemekaran lagi. Pada tahun 2002 pemekaran wilayah masih berlanjut. Pada tahun 2012 Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Kepulauan Simeulu, Kabupaten Nagan Raya dan satu kabupaten induk, yaitu Aceh Barat. Keputusan pemekaran ini ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2002. Terhitung sejak tanggal 2 Juli 2002 Kabupaten Nagan Raya resmi memisahkan diri dengan kabupaten induknya Aceh Barat.
Kabupaten Nagan Raya sendiri sejak kelahirannya pada bulan Juni 2002 juga mengalami perkembangan yang dinamis. Hal ini terbukti dengan adanya pemekaran 5 kecamatan di Nagan Raya menjadi 11 kecamatan dengan Ibu Kota Suka Makmue.  Dengan demikian hingga Tahun 2013 Nagan Raya memiliki 11 kecamatan yakni: (1) Kecamatan Beutong; (2) Kecamatan Butong Ateuh Banggalang; (3) Kecamatan Darul Makmur; (4) Kecamatan Kuala; (5) Kecamatan Kuala Pesisir; (6) Kecamatan Seunagan; (7) Kecamatan Seunagan Timur; (8) Kecamatan Suka Makmue; (9) Kecamatan Tadu Raya; (10) Kacamatan Tripa Makmur, dan; (11) Kecamatan Seuneuam.
Dinamika yang terjadi di dalam pemerintahan dan politik Kabupaten Nagan Raya sangat disayangkan tidak diikuti oleh keterlibatan dan peran CSO yang signifikan. Tidak seperti di Kubu Raya dan Merauke yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, peran CSO di Nagan Raga sangat minimun dalam demokratisasi dan desentralisasi. Gerakan Masyrakat Sipil berada pada level yang cukup mengkhawatirkan. Partisipasi mereka tergolong masih sangat lemah dan minim bahkan sudah banyak CSO yang vakum. Keadaan ini akan menyebabkan pengawasan dan partisipasi aktif warga dalam pemerintahan tidak akan berjalan maksimal. Pertama, karena konteks sosial-politik Nagan Raya yang menyebabkan CSO sulit berkembang. Kedua, CSO memiliki tantangan internal yang tidak terselesaikan seperti kepemimpinan, kelembagaan, kaderisasi dan kesulitan pendanaan. 
B. KONTEKS SOSIAL - POLITIK CSO DI NAGAN RAYA-ACEH
Konflik antara GAM dan RI

Aceh adalah satu dari dua provinsi di Indonesia – selain Papua – yang dilanda konflik berkepanjangan. Konflik yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan RI ini telah menyita perhatian publik nasional dan dunia internasional dan membawa orang-orang Aceh pada pengalaman pahit yang menyedihkan dan meminta banyak korban. Hampir 30 tahun - hingga sebelum penandatanganan MoU Helsinki 2005 - terhitung sejak Hasan di Tiro mendeklarasikan GAM pada tahun 1976 Aceh selalu bergolak dalam konflik bersenjata antara GAM dan RI. 
Selama 30 tahun itu juga seluruh pemberitaan media, simposium, diskusi-diskusi dan perbincangan tentang Aceh adalah seputar konflik GAM dan RI (TNI). Konflik ini sangat menguras energi dari kedua belah pihak dan menyisakan trauma bagi masyarakat Aceh. Silih berganti pemerintahan reformasi mulai BJ. Habibie, Gus Dur dan Megawati mewarisi konflik yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya, Orde Baru. Soeharto sebagai simbol kekuasaan Orde Baru memberlakukan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. Sejak itu konflik bersenjata berkepanjangan terjadi antara para militer GAM dan TNI Rebuplik Indonesia. Konflik bersenjata terus berlangsung menjelang kejatuhan Soeharto. Pada tahun 1998 bulan Mei ketika Soeharto jatuh dari kekuasaan tak membuat konflik di Aceh mereda. Bahkan menurut salah seorang narasumber penelitian ini konflik semakin massif dan meluas pada tahun-tahun setelah kejatuhan Soeharto. Keadaan ini kemudian memaksa Megawati memberlakukan Kebijakan Darurat Militer di Aceh. 
Situasi konflik antara GAM dan RI sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Mereka dihadapkan pada kengerian konflik dan kekhawatiran setiap saat dituduh berpihak kepada salah satu dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Pengaruh konflik begitu juga sangat terasa pada dinamika CSO di Aceh Barat dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk Nagan Raya. Kalangan CSO di Aceh Barat dan Nagan Raya juga mengalami tuduhan-tuduhan sepihak yang membuat mereka tidak bebas dan tidak maksimal dalam mengembangkan organisasi dan melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Tuduhan yang dialamatkan kepada kalangan CSO membuat mereka tidak bisa bergerak leluasa dalam menyuarakan dan mengadvokasi hak-hak masyarakat Aceh. Salah seorang informan penelitian ini menjelaskan bahkan kalangan aktivis CSO harus mempertaruhkan nyawa dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya
. Hal ini dialami oleh salah seorang aktivis CSO yang terbunuh akibat dituduh sebagai anggota organisasi sayap kanan GAM. Peristiwa ini menimpa seorang aktivis CSO yang ditemukan tewas di Gunung Selawa pada tahun 2003. 
Setelah sekian puluh tahun berada dalam konflik dan berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Pemerintah RI sendiri maupun inisiatif-insiatif internasional
 menuju Aceh yang damai, pada tanggal 15 Agustus 2005 bertempat di Helsinki melalui perundingan yang berliku dan berbelit akhirnya perjanjian damai antara GAM dan RI disepakati dan ditandatangani. Proses perundingan Helsinki sendiri dimulai pada tanggal 27 Januari 2005
. Peristiwa lain yang patut dituliskan di sini adalah tsunami pada penghujung tahun 2004 yang memukul Aceh. Peristiwa tsunami yang melululantakkan Aceh ini ikut menentukan bagi perkembangan Aceh selanjutnya dan mampu membuat pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan damai bagi Aceh yang diikuti kesepakatan Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Tsunami dan MoU Helsinki adalah dua peristiwa babakan baru bagi Aceh. 

Konfigurasi Elit Politik

Aceh adalah sebagian provinsi di Indonesia yang diberikan “otonomi khusus” yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ragam corak dan penekanan dari masing-masing “otonomi” yang diberikan kepada daerah-daerah kabupaten maupun provinsi di dalam wilayah Indonesia menunjukkan bahwa praktek desentralisasi tidaklah sama atau lebih dikenal dengan sebutan assimetric decentralization. Khusus Aceh melalui proses politik yang panjang Aceh memperoleh keleluasaan untuk mengurus diri mereka sendiri dengan diterbitkannya UUPA/2006. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah Aceh diperbolehkan untuk menyusun pemerintahannya sendiri berikut turunannya. Salah satu yang terpenting dari UUPA/2006 adalah diperbolehkannya dibentuknya Partai Lokal (Parlok) di Aceh. 

Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu kabupaten di Aceh memiliki dinamika politik dan demokrasi sendiri yang berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Aceh. Salah satunya adalah soal konfigurasi elinya. Untuk melihat dinamika demokrasi di Nagan Raya, konfigurasi elit menjadi penting dipotret untuk mengetahui seberapa mungkin demokratisasi bisa dilakukan melalui jalur elit atau lebih tegasnya bagaimana CSO mengagendakan demokratisasi melalui strategi dan taktik kolaborasi dan kooperasi dengan elit. Jalur ini adalah taktik mendorong demokrasi dari dalam lingkungan elit.  
Seperti telah diulas di awal bahwa Kabupaten Nagan Raya adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Usulan pemekaran ini dimotori oleh orang-orang yang berlatarbelakang Nagan Raya. Mereka adalah para birokrat Aceh Barat yang bersepakat untuk mengusulkan pemekaran Aceh Barat menjadi empat kabupaten. Aktor-aktor utama pemekaran adalah orang-orang Nagan Raya yang dulunya adalah pejabat-birokrat di Aceh Barat. Seorang informan menjelaskan inisiatif pemekaran didorong oleh potensi sumber daya alam yang ada di Nagan Raya. Masih menurut informan penelitian ini para pejabat-birokrat inilah yang menentukan Kabupaten Nagan Raya karena sejak semula mereka yang mengambil inisiatif pemekaran, bukan para politisi. Menariknya di antara para pejabat-birokrat yang mengusulkan pemekaran terdapat birokrat yang tidak setuju pemekaran justru menjadi penguasa (bupati) di Nagan Raya.
 Tidak tanggung-tanggung sudah sebelas (11) tahun tokoh ini memimpin Nagan Raya sejak menjadi Pjs pada tahun 2002 hingga sekarang. 
Kondisi politik di Nagan Raya didasarkan pada preferensi kekerabatan dan kekeluargaan dan sangat ditentukan oleh pemuka-pemuka agama dan kalangan bangsawan. Politik kekeraban sangat signifikan dalam mempengaruhi dinamika sosial-politik di Nagan Raya, yaitu: (1) keturunan  bangsawan (Teuku); (2) keturunan ulama (Tengku). Sistem kekerabatan yang didasarkan pada dua aras keturunan ini mendapatkan tempat terhormat dalam masyarakat Nagan Raya. Perpaduan dua garis keturunan ini tersimbolisasi melalui munculnya “local strongmen” yang memiliki basis dukungan sosial dan kultural yang kuat. Mereka menempati posisi –posisi strategis di eksekutif, legislative dan birokrasi
. Sejak memisahkan diri dari Aceh Barat kepemimpinan puncak di Nagan Raya dikuasai oleh tokoh yang sama berasal dari “trah” keluarga yang sama pada periode 2002-2005 (PJS), 2006-2012 (Pilkada 1), 2012-2017 (Pilkada 2). Tokoh ini pada awalnya tidak setuju Nagan Raya dipisahkan dari Aceh Barat. Akan tetapi kelihaiannya dan dukungan kekuatan keluarga akhirnya membuat tokoh ini tampil berkuasa hingga sekarang. 
Sementara itu konfigurasi politik di DPRK Nagan Raya sangat plural. Tidak ada yang benar-benar dominan dilihat dari komposisi DPRK berdasarkan asal partai.  Hal ini memungkinkan dinamika politik yang tinggi di internal DPRK. Dari 25 anggota DPRK (2009-2014), Partai Aceh (PA) ada 4 orang, PBB 3 orang, Demokrat 3 orang. Selebihnya terdistribusi kepada partai-partai lain 1 hingga 2 kursi.  Dari 25 orang anggota DPRK Nagan Raya, terdapat 2 orang perempuan (PA dan PKPB). DPRK Nagan Raya terbagi ke dalam tiga fraksi: (1) Fraksi Partai Aceh; (2) Fraksi Bersama Demokrat; (3) Fraksi Bangun Bersama. Menariknya pertarungan di ranah politik terjadi keseimbangan kekuasaan, dimana di eksekutif dimenangi oleh Partai Golkar dan di legislatifi di dominasi dan dimenangi Partai Aceh. Komposisi sebaran kekuatannya sebagai berikut:
	No
	Nama Partai
	Nama Kader Partai
	Jumlah Kursi

	1
	Partai Aceh
	1. Abdullah Yunus

2. Hasanah

3. Samsuardi

4. Ramli Ben Sari
	4

	2
	Partai Demokrat
	1. Suwarno Nakim

2. Malem Muda

3. H Ismail Daud
	3

	3
	Partai Bulan Bintang
	1. Ibrahim

2. T Jamalul Adil ST

3. H Ansari HS
	3

	4
	Partai Golongan Karya (Golkar)
	1. Iriani

2. T Idris
	2

	5
	Partai Amanat Nasional
	1. Drs Khalidi

2. Samsul Bahri
	2

	6
	Partai Bintang Reformasi
	1. H Said Junaidi

2. Said Ramazi SPd
	2

	7
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	1. H Evendi Ibrahim

2. Mohd Dhin Idris
	2

	8
	Partai Persatuan Pembangunan
	1. Amirul Mukminin
	1

	9
	Partai Karya Peduli Bangsa
	1. Danda Runtala
	1

	10
	Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa
	1. Asmanidar
	1

	11
	Parta Keadilan Sejahterah
	1. Adifal Susanto STp
	1

	12
	Partai Patriot
	1. HT Zulkarnaini SSos
	1

	13
	Partai Hanura
	1. Said Mustajab
	1

	14
	Partai Kebangkitan Bangsa
	1. Tgk H Sulaiman Daud
	1


Sumber : Data KIP Nagan Raya tahun 2010.

Komposisi sebaran kekuatan politik di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) memperlihatkan tidak ada secara kuantitas mendominasi mayoritas kursi. Komposisi sebaran kursi di DPRK Nagan Raya memperlihatkan tidak satupun partai yang dominan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan di parlemen/DPRD.

Persepsi Masyarakat terhadap CSO
Di Nagan Raya persepsi masyarakat terhadap CSO (NGO) cenderung “negatif”. Dua orang aktivis yang menjadi narasumber penelitian ini mengatakan bahwa masyarakat Nagan Raya berpandangan NGO adalah wilayah tidak jelas dan tukang buat kisruh. Tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh NGO kecuali mengkritik pemerintah. Masyarakat lebih senang apabila keluarganya menjadi bagian “orang-orang berseragam”/aparat pemerintah dan atau anggota DPRK bahkan tenaga honorer yang digaji negara daripada terlibat dalam aktivitas NGO. Yang paling menyulitkan adalah menghadapi keluarga jika mereka meminta aktivis NGO mendaftar menjadi PNS. Hal ini diakui oleh seorang ativitis NGO yang menuruti permintaan ibunya untuk menjadi PNS. 

Seorang aktivis menjelaskan bahwa ia pernah mendidik, mengkader dan menyelenggarakan capacity building untuk beberapa orang untuk dipersiapkan menjadi kader-kader CSO dan reporter di radio yang didirikannya akan tetapi setelah merasa bertambah pengetahuan dan kapasitas mereka lebih memilih menjadi tenaga honorer di institusi pemerintahan daripada tetap bertahan menjadi aktivis CSO atau reporter radio. Hal ini menurutnya adalah pengaruh kultur masyarakat yang masih menganggap prestisius menjadi PNS.

Selain pandangan negatif kepada CSO, masyarakat Nagan Raya merasa sungkan dan enggan untuk melakukan koreksi dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan disebabkan karena pemerintah dipimpin oleh keturunan keluarga yang dihormati leluhurnya oleh masyarakant Nagan Raya. Persepsi masyarakat ini ikut berkontribusi terhadap pilihan perubahan arena aktivis CSO dan kehidupan demokrasi tidak berkembang di Nagan Raya. 
C. CSO DI NAGAN RAYA: KEMUNCULAN, ISU DAN ORIENTASI GERAKAN
Ruang partisipasi yang luas bagi setiap warga negara dalam menyuarakan kepentingan politiknya telah digulirkan sejak kejatuhan Soeharto. Sejak itu Indonesia memasuki transisi demokrasi. Seiring dengan era transisi tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul telah menjadi perhatian utama para politikus dan aktivis yang selama puluhan tahun dipaksa bungkam untuk segera diakomodasi sebagai dan dalam agenda politik negara. Hal inilah yang menjadi titik tolak kebangkitan dan tumbuhnya gerakan masyarakat sipil dalam skala besar yang ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi masyarakat sipil berupa Ormas, NGO, organisasi rakyat dan lain sebagainya di berbagai daerah di Indonesia. 

Tidak seperti di Kubu Raya dan Merauke, di Nagan Raya kehadiran CSO (NGO) agak belakangan muncul. Nampaknya kondisi ini berhubungan dengan konflik panjang yang terjadi di Aceh. Sebagai daerah dengan latarbelakang konflik selama puluhan tahun sulit bagi munculnya CSO di Nagan Raya. Jika pun ada itu berlokasi di Kabupaten Aceh Barat. Beberapa CSO (NGO) yang terhitung tua berlokasi di Aceh Barat adalah Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK), Yayasan Pengembangan Petani dan Nelayan (PAPAN), Yayasan Paramadina Semesta (YPS) dan Annisa’. 

Sementara CSO berkembang di Aceh Barat, kemunculan CSO di Nagan Raya dipengaruhi oleh dinamika aktivis di Aceh Barat dan Banda Aceh. Meskipun sebenarnya penggerak CSO di Aceh Barat adalah orang-orang Nagan Raya
. Aktivis CSO dari Aceh Barat dan Banda Aceh inilah yang mula-mula membawa dan membentuk CSO di Nagan Raya. Menariknya dan ini menjadi kekhasan kemunculan CSO di Nagan Raya sebagaimana diakui oleh salah seorang aktivis di sana adalah bahwa CSO di Nagan Raya dibentuk khusus untuk menerima bantuan pasca tsunami Aceh. Mereka para aktivis dari Aceh Barat dan Banda Aceh membawa program-program bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Nagan Raya
. 
Perkembangan yang terjadi di Aceh dan di luar Aceh dan persinggungan beberapa aktivis Nagan Raya yang tinggal di Aceh Barat dan Banda Aceh yang memiliki jaringan turut mempengaruhi kemunculan gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat ini juga telah melahirkan beberapa CSO yang merupakan hak setiap masyarakat untuk berkumpul dan berkumpul. Meskipun tidak dilandasi oleh cita-cita dan ideologisasi yang jelas.
 Seperti di daerah lainnya juga, di Kabupaten Nagan Raya terdapat berbagai jenis CSO meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi massa, organisasi rakyat, lembaga pendidikan, dan lain-lain
. Dari hasil diskusi dengan berbagai narasumber dan penelusuran yang dilakukan tim peneliti terdapat beberapa bentuk Civil Society Organisation (CSO) di Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut ditunjukkan oleh table 1 dibawah ini :
Table 1

	No
	LSM/NGO
	Organisasi Mahasiswa
	Organisasi Massa

	1
	Jaringan Advokasi Nagan Raya
	Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)
	Komite Nasional Pemuda Indonesia

	2
	Nagan Institute

	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
	Muhammadiyah

	3
	Greennusa

	Komite Mahasiswa Pemuda Aceh
	Nahdlatul ‘Ulama

	4
	Pena Institute

	BEM STIA Nagan Raya
	Komite Peralihan Aceh (KPA)

	5
	Radio Nara FM
	KOHATI 
	Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB)

	6
	-
	Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA)
	Pembela Tanah Air (PETA)

	7
	-
	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
	Kelompok Adat-MMA (Majelis Adat Aceh)


Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012

	No
	Tahun
	Jumlah LSM
	Jumlah LSM Aktif

	1
	2007
	3
	3

	2
	2008
	7
	7

	3
	2009
	14
	14

	4
	2010
	28
	28

	5
	2012
	43
	43

	6
	2013
	50
	50


Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012.
Jika membandingkan data di atas tergambarkan keduanya jelas sangat kontras. Pada satu sisi data Kesbangpol memperlihatkan perkembangan luar biasa pesatnya LSM dari tahun 2007 hingga tahun 2012.  Dari hanya 3 LSM di tahun 2007 menjadi 50 LSM pada tahun 2012. Sementara pada sisi yang lain, sebagaimana dituturkan oleh dua orang aktivis di Nagan Raya posisi keberadaan LSM sudah mulai redup, bahkan sudah bisa dibilang tidak ada lagi memiliki aktivitas atau mati suri.

Sehingga memunculkan pertanyaan apakah penginputan data yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya sudah melakukan update berapa sesungguhnya jumlah LSM yang masih hidup atau bertahan? Karena jika dibandingkan dengan kondisi kekinian sangat jauh berbeda sekali. Menurut pengakuan dan pengamatan Ardiansyah dan Rusman kedua aktivis di Nagan Raya. Penyebabnya dikarenakan faktor keterbatasan sumber dana, bahasa halusnya donor sudah tidak berada lagi di Aceh paska tsunami dan konflik dikarenakan dianggap sudah selesai Aceh dimata donor terhadap permasalahannya. Berdasarkan informasi dirangkum dari berbagai sumber
, sebelum terpisah dari Aceh Barat keberadaan LSM, Ormas, dan OKP Nagan Raya masuk ke wilayah kerjanya. Tetapi ketika terpisahkan dari Aceh Barat selanjutnya Nagan Raya berdiri menjadi kabupaten tersendiri banyak LSM di kala konflik
 tidak semuanya masih menjadikan Nagan Raya sebagai wilayah kerjanya. Namun mengalami pergeseran setelah terjadi momentum bencana gempa dan tsunami, dimana mulai marak bermunculan LSM faktor pemicunya donator/donor dengan mudah memberikan uang untuk merespon rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana gempa dan tsunami.
Kembali mengkaji kendala utama rendahnya perkembangan LSM, ormas, dan orma di Nagan Raya, menurut Ardiansyah
 disebabkan masih lemahnya jiwa aktivisme dan paradigma membangun daerah melalui lembaga ataupun organisasi. Selain itu tidak tertanam kuat ideology gerakan kepada generasi muda di Nagan Raya. Maka tidak mengherankan jika budaya gerakan tidak terbentuk sebagai sebuah karakter dari generasi muda di Nagan Raya. Adapun program-program yang dilakukan NGO/LSM selama masih beraktivitas cenderung mengarah ke pendampingan dan advokasi terhadap masalah sosial masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, membantu kerja-kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, masalah dampak negatif pengelolaan sumber daya alam, dan pertanian. Namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini tidak ada LSM/NGO lokal masih menjalankan dan fokus dengan rutinitas kegiatannya sehingga masih bisa dikatakan eksis keberadaannya di Nagan Raya. 

Periode CSO di Nagan Raya


Era konflik Aceh
Di masa konflik di Aceh Barat telah muncul CSO yang sifatnya embrional. CSO waktu itu lebih fokus ke masalah-masalah “humanitarian” korban konflik bersenjata antara GAM dan TNI. KAGEMPAR, PAPAN dan YPK adalah beberapa CSO yang muncul di akhir tahun 1990-an, sekitar 1998-1999. Salah satu CSO perempuan yang muncul pada periode ini adalah Annisa’ CSO yang khusus mendampingi perempuan di Aceh Barat. Situasi sulit karena konflik dihadapi oleh mereka, baik dari TNI maupun GAM. Misalnya saja yang dialami oleh KAGEMPAR yang dituduh sebagai sayap kanan GAM. Terjadi peristiwa yang sangat memukul mereka dan membuat mereka kocar-kacir adalah peristiwa terbunuhnya salah seorang aktivis KAGEMPAR di Pegunungan Salawa pada tahun 2003. Setelah peristiwa Gunung Selawa, banyak aktivis KAGEMPAR yang berlarian ke Jawa, ke Medan dan keluar negeri. Sejak aktivisnya berlarian ke berbagai tempat dan intimidasi dari TNI makin kuat membuat aktivitas KAGEMPAR terhenti dan pada akhirnya dibekukan. Aktivisnya yang masih tinggal di Aceh berinisiasi untuk membentuk organisasi baru yaitu Yayasan Paramadina Semesta (YPS) yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2004.
 
Menariknya di Aceh Barat, orang-orang yang aktif sebagai aktivis CSO juga aktif di arena negara (pemerintah) dengan berstatus sebagai PNS. Polanya ada yang mulai dari PNS lalu membentuk CSO, ada pula yang mulai dari CSO lalu mendaftar PNS. Fenomena ini terjadi pada Yayasan Paramadina Semesta (YPS), Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK) dan Yayasan PAPAN. Pilihan aktivis CSO untuk sekaligus menjadi PNS ternyata dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap CSO. Masyarakat di Aceh Barat, lebih menyukai dan berkeinginan anaknya atau keluarganya bekerja sebagai pegawai pemerintah daripada menjadi aktivis CSO. Hal ini juga dialami oleh direktur YPS karena desakan dan keinginan ibunya akhirnya ia menyerah ikut mendaftar PNS pada tahun 2006 dan dinyatakan lolos.
 
Era tsunami dan MoU Helsinki 
Tsunami, MoU Helsinki dan diundangkannya UUPA/2006 ikut mempengaruhi kemunculan CSO di Nagan Raya dengan ragam latarbelakang, motivasi dan kepentingan masing-masing. Data yang tercatat di Kesbangpol jumlah CSO di Nagan Raya mengalami perkembangan pesat dari hanya 3 pada tahun 2007 menjadi 50 pada tahun 2012 menjadi pertanda bahwa keinginan dan kehendak masyarakat Nagan Raya untuk berkumpul sangat besar. Namun kemunculan organisasi-organisasi ini tidak dilandasi oleh cita-cita dan ideologi yang jelas. Pada era dan setelah tsunami CSO muncul bak jamur di musim penghujan, tanpa visi-misi, tanpa cita-cita. Mereka tampil menjadi relawan-relawan program internasional di masa tanggap darurat dan Rehab-Rekons (BRR). Tidak ada proses kederisasi dan ideologisasi. Mereka tampil sebagai pekerja sosial dan pekerja kemanusiaan yang dibayar. Pada era ini, dana tsunami dan RR sangat luar biasa besar datang ke Aceh (Termasuk Nagan Raya). Bantuan-bantuan internasional maupun BRR tidak menciptakan kelembagaan CSO yang kuat.
 
Tahun 2005-2006 dilakukan upaya membentuk CSO di Nagan Raya oleh seorang aktivis yang sebelumnya tinggal di Banda Aceh. Upaya ini dimulai oleh aktivis dari Banda Aceh yang pulang ke Nagan Raya pada tahun  2005. Dimulai dengan membangun Radio Nara FM yang didukung oleh Kerajaan Belanda. Radio Nara FM menyelenggarakan siaran-siaran seputar informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagan Raya, kebudayaan Aceh dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat misalnya pendidikan, pertanian dan kesehatan. Kegiatan Radio Nara FM tidak berhenti pada kegiatan siaran saja akan berbagai program siaran ditindaklanjuti dengan pengorganisiran komunitas pendengar masing-masing program siaran. Misalnya dalam program siaran kesehatan melahirkan “Kelompok Kesehatan Nagan Raya”, program siaran kebudayaan melahirkan “Komunitas Seniman Seni Tutur”, program siaran pertanian melahirkan “Kelompok Tani”, program siaran pendidikan melahirkan “Komunitas Anak-anak”. Selain itu Radio Nara FM juga mengorganisir diskusi-diskusi sosial-politik yang berujung kepada terbentuknya “Nagan Institute”
. Tetapi upaya ini tidak bertahan lama. Aktivis ini seperti frustasi sendiri (juga dialami seorang aktivis yang juga saya temui di tempat lain) tentang CSO di Nagan Raya. 
Selain Nara FM dengan ragam komunitas pendengarnya, Nagan Institute, di Nagan Raya juga terdapat Pena Institute dan Jaringan Advokasi Nagan Raya. Yang terakhir terlibat dalam mengorganisir dan mengadvokasi “Kawasan Rawa Tripa” yang dijadikan perkebunan sawit, padahal Rawa Tripa adalah Kawasan Konservasi Alam. Program advokasi dilakukan bersama YEL (Yayasan Ekosistem Leuser) Medan dan Walhi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) dan dibentuknya Cabang Persiapan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  Nagan Raya sebagai bagian dari CSO memberikan harapan tersendiri bagi pengembagan demokrasi di Nagan Raya. 
D. PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kontrol pemerintah terhadap kekuasaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi, karena proses politik yang sehat semestinya akan membuahkan hasil yang menggembirakan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat Nagan Raya secara keseluruhan. Karenanya kualitas partisipasi politik masyarakat memiliki peran yang dominan dalam menentukan suatu agenda politik yang berpihak kepada masyarakat. Di Nagan Raya, walaupun secara umum tingkat partisipasi masyarakat di daerah ini cukup tinggi, realita di lapangan membuktikan bahwa di tingkat pemerintahan daerah masih adanya oligarki di mana kelompok “Teuku” yang dianggap sebagai keturunan raja dan mempunyai kehormatan keluarga yang tinggi mendominasi para pemegang tampuk kekuasaan. Masyarakat kecil yang bukan kalangan Teuku sulit untuk mendapatkan jabatan atau kemudahan dalam urusan pelayanan publik
. Dalam kasus ini terlihat pemerintah alih-alih memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, bayang-bayang oligarkhi sebagai prasyarat legitimasi pencapaian kekuasaan politik justru telah menjadi “hantu” yang terus mengikuti dalam setiap agenda politik para politisi di Nagan Raya.
Jika ditinjau dari ruang partisipasi masyarakat sipil di Nagan Raya tidaklah begitu signifikan berkembang. Dari hasil diskusi dengan aktivis Nagan Raya (31/08/2013) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih sangat minim, bahkan gerakan masyarakat sipil sendiri tidak begitu kuat. Hal ini dapat ditelusuri dari jumlah NGO di Nagan Raya yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun dahulu sempat berkembang, namun  realitas saat ini menunjukkan bahwa keberadaan NGO/CSO sudah banyak yang vakum. Namun dari partisipasi politik masyarakat pada Pemilukada untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati di kabupaten Nagan Raya cukup tinggi. Jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) 104.079 jiwa, dimana masyarakat yang menggunakan hak pilihnya 88.202 jiwa (84,79%)
. Angka hak pemilih yang menggunakan hak pilihnya ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya di Aceh, sehingga Kabupaten Nagan Raya masuk dalam dua besar setelah Kabupaten Gayo Lues dalam penggunaan hak pilih masyarakat dalam memilih kepala daerah tahun 2012.
Sementara partisipasi perempuan tidak maksimal dalam proses-proses politik dan penentuan kebijakan publik. Hal ini akui oleh anggota perempuan DPRK Nagan Raya bahwa perempuan di Kubu Raya menghadapi hambatan keagamaan yang sulit mereka tembus. Pemberlakuan Syari’at Islam menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan maksimal dalam ruang-ruang publik.
 Akan tetapi bila dibandingkan dengan Merauke-Papua dan Kubu Raya-Kalimantan Barat dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen, Nagan Raya lebih baik. Terdapat 4 orang anggota perempuan dari total 25 orang anggota DPRK Nagan Raya. Dua diantaranya adalah PAW (Pergantian Antar Waktu). 
E. TANTANGAN DAN PELUANG CSO DI NAGAN RAYA
Eksistensi gerakan masyarakat sipil dalam mengawal pemerintahan dan kinerja para politisi sekarang ini menjadi tolok ukur tersendiri bagi penilaian kualitas demokrasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dominasi “trah” yang memonopoli kebijakan negara membutuhkan lebih dari sekedar pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang banyak untuk mengimbangi dominasi tersebut, namun yang terpenting bagaimana mengorganisir visi dan misi mereka menjadi suatu agenda advokasi kebijakan-kebijakan publik. Dari sini advokasi jelas bukanlah sekedar gerakan, tapi membutuhkan legitimasi kompetensi terutama bagi individu aktor-aktor perubahan tersebut. Jhon Gaventa
 menyebutkan kompetensi menyangkut bagaimana memobilisasi sumber daya (suara, dana, keahlian) untuk mempengaruhi pembuatan keputusan di arena kebijakan, untuk bekerjasama dan berunding, untuk menantang usaha membalikkan masalah kebijakan menjadi perkara teknis.
Diamond (2003) menyebutkan bahwa salah satu syarat bagi Civil Society untuk dapat dikatakan mengusung demokrasi adalah soal bagaimana Civil Society mendefinisikan hubungan mereka dengan negara? Karena peran semacam ini bisa saja berlangsung dengan cara yang cukup variatif, namun belum tentu hubungan yang dibangun merupakan hubungan ideal sesuai demokrasi, namun bisa saja hubungan yang terjadi berupa perselingkuhan dengan kekuasaan yang merusak tatanan demokratisasi pengambilan kebijakan. Keberadaan CSO semakin penting seiring bergesernya peran negara setelah kejatuhan Soeharto di mana waktu itu ada ideologi “etatisme” yaitu ideologi serba negara, ke arah dimungkinkannya partisipasi pengelolaan urusan-urusan publik oleh aktor non-negara. Kehadiran CSO/NGO ini secara perlahan turut mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia, dimana negara bukan lagi satu satunya sumber kekuasaan yang menentukan segalanya, namun dalam konteks kekuasaan politik CSO/NGO telah menjelma sebagai salah satu kekuatan politik tersendiri yang turut mempengaruhi pengambilan kebijakan negara.
Namun hal tersebut tidak selalu berjalan mulus karena CSO/NGO menghadapi berbagai tantangan yang membuat peran-peran politik demokratik mereka semakin minimum. Hal ini dialami oleh NGO/CSO di Kabupaten Nagan Raya. Sebagai elemen penting demokrasi NGO/CSO di Kabupaten Nagan Raya menghadapi tantangan-tantangan berat yang jika tidak dicari jalan keluarnya dapat menimbulkan partisipasi CSO makin melemah dan kehidupan demokrasi semakin memburuk. Pertama, keberlanjutan gerakan CSO menjadi isu yang harus dipikirkan dan dicari penyelesaiannya oleh CSO di Nagan Raya. Sumber daya terutama masalah pendanaan yang menipis bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi membuat NGO/CSO di Aceh Barat mengalami kesulitan untuk tetap bertahan. Yayasan PAPAN sebagai NGO yang cukup kuat sudah lama tidak beraktivitas, Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK) belakangan menghadapi masalah yang sama. Salah seorang aktivisnya bercerita seluruh program YPK sudah berakhir. Lebih tragis di Nagan Raya, NGO/CSO yang sempat diinisiasi malah telah ambruk dan bubar. Contoh paling mencolok adalah Nara FM, Pena Institute dan Nagan Institute. Banyak faktor yang mengakibatkan keberlanjutan NGO/CSO menjadi sulit yaitu lemahnya fundraising, kaderisasi, dan manajemen. 

Kedua, CSO di Kabupaten Nagan Raya menghadapi tantangan mengenai legitimasi mereka di dalam masyarakat. CSO/NGO di Nagan Raya tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Bahkan masyarakat cenderung meremehkan dan berpandangan negatif terhadap CSO. Bagi masyarakat di Nagan Raya, NGO tidak “jelas”, bukanlah “sesuatu” yang dapat dibanggakan. Situasi ini menyulitkan bagi aktivis CSO/NGO yang mencoba “Istiqomah” di arena CSO
. Pandangan masyarakat terhadap CSO adalah tantangan tersendiri yang menyulitkan CSO di Nagan Raya. Selain itu masyarakat Nagan Raya tergolong miskin informasi jika dilihat dari jumlah pendudukan 167.769 dan tersedianya media massa (koran) yang masuk ke Nagan Raya. Hanya Koran Serambi yang ada di sana, itupun hanya 500 exemplar.
Ketiga, mobilitas arena dari CSO ke arena negara/politik.  Di Kabupaten Nagan Raya (juga di Aceh Barat) muncul trend di kalangan aktivis CSO secara perlahan mulai bergeser ke arena negara (politik dan birokrasi). Banyak diantara mereka yang memilih bergabung dengan partai politik, menjadi Caleg, menjadi staf ahli DPRD, menjadi relawan-relawan politik Caleg, menjadi PNS dan menjadi honorer di instansi-instansi pemerintah. Pergeseran ini terjadi bukan karena niatan untuk melakukan proses demokratisasi dari dalam atau sebagai strategi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Akan tetapi lebih karena respons pragmatis aktivis CSO untuk survive. Paling tidak terdapat dua alasan kenapa aktivis CSO melakukan mobilitas arena ke negara. Pertama, aktivis CSO tahu bahwa sumber daya pendanaan CSO semakin menipis bahkan sudah tidak lagi. Kedua, aktivias CSO meyakini bahwa negara memiliki banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan tidak akan habis selagi negara masih ada. 
Keempat, CSO menghadapi konteks politik yang menjadikan kekerabatan/kekeluargaan sebagai preferensi utama di Kabupaten Nagan Raya. Situasi ini membuat CSO kesulitan untuk menghadirkan diri di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bagi mereka yang bukan berasal dari kalangan “trah”. Selain itu banyak CSO di Nagan Raya adalah orang-orang pemerintahan dan ruang gerak mereka terbatas. Tegasnya, pemerintah Kubu Raya juga memelihara CSO yang bisa mereka kendalikan. Dan cenderung tidak terbuka dan menerima lembaga-lembaga yang kontra dengan pemerintah. Lebih-lebih ketika CSO memainkan isu-isu yang memberikan tekanan politik bagi pemerintah. Kelima, lemhanya jaringan. CSO di Nagan Raya mengalami keterpurtusan jaringan dalam agenda-agenda sendiri. Latarbelakang konflik, motiviasi, dan orientasi serta kepentingan yang berbeda menyulitkan CSO untuk membangun mutual trust di antara mereka. Jaringan dengan donor hampir bisa dikatakan tidak ada. 
Keenam, kapasitas kelembagaan CSO yang tidak memadai. Untuk bertahan lama CSO membutuhkan kapasitas kelembagaan seperti kepemimpinan, kaderisasi dan rekrutmen serta managemen. Sinaga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan ini penting bagi keberlangsungan CSO. Di Nagan Raya kelembagaan CSO sangat lemah. Selain dari aspek pendanaan CSO di Nagan Raya tidak memperkuat kelembagaan mereka sehingga mereka bisa sustain. Terungkap dalam FGD bahwa kehadiran CSO di Nagan Raya hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan programatik semata tanpa dipikirkan keberlanjutan lembaganya
. 
Peluang Demokratisasi di Nagan Raya

Disamping tantangan-tantangan yang dihadapi oleh CSO di atas terdapat pula peluang-peluang yang dapat digunakan oleh CSO untuk mempromosikan demokrasi dan melakukan advokasi kebijakan publik. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya memiliki komitmen transparansi yang baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan oleh Seknas FITRA pada tahun 2013. Sangat mencengangkan Seknas FITRA menempatkan Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu di antara sepuluh kabupaten terbaik dalam hal transparansi. Hal ini didasarkan pada penilaian (survey) yang dilakukan FITRA tahun 2013. Hal yang mengembirakan ini bisa dijadikan “entry points” oleh CSO untuk membuka komunikasi dengan Pemerintah untuk mengagregasi dan advokasi kepentingan masyarakat dan CSO. Kedua, sama seperti di dua kabupaten sebelumnya pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi peluang bagi CSO untuk mendorong demokratisasi melalui kampanye-kampunye publik dan pendidikan politik bagi pemilih. Pileg 9 April-Pilpres Juli 2014 menjadi peluang bagi kalangan CSO/NGO untuk “menghadirkan kembali” peran-peran demokratik mereka di Nagan Raya melalui pendidikan publik bagi masyarakat. 
Ketiga, komunikasi antara DPRK dan aktivis CSO. Komunikasi yang berlangsung masih beberapa individu akan potensial dikembangkan secara kelembagaan. DPRK sebagai institusi perwakilan dapat dijadikan mitra oleh kalangan CSO dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Individu-individu anggota DPRK dapat dijadikan pintu masuk oleh CSO untuk membangun critical engagment dengan eksekutif. Melalui DPRK, terbuka peluang bagi CSO untuk bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan penyadaran dan pengembangan kapasitas bagi perempuan. Keempat, masih terdapat individu-individu aktivis CSO yang masih memiliki mimpi bagaimana kehidupan demokrasi agar lebih baik di Nagan Raya. Individu-individu ini memiliki komunitas masing-masing yang dapat dimaksimalkan untuk memperkuat popular control di Nagan Raya. 

Kelima, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) menjadi peluang tersendiri bagi upaya pengembangan demokrasi di Nagan Raya. Diharapkan terlahir dari STIA aktivis-aktivis mahasiswa yang memiliki sensitifitas terhadap kehidupan sosial-politik di Nagan Raya. STIA memungkinkan bagi anak-anak muda Nagan Raya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Menurut penjelasan mahasiswa baik dalam FGD dan wawancara, mereka yang kuliah di STIA rata-rata lemah secara ekonomi dan tinggal di pedesaan. STIA melalui BEM STIA bisa menjadi ruang kaderisasi CSO yang harus dipersiapkan. Keenam, dibentuk Cabang Persiapan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan KOHATI di Nagan Raya membuka peluang bagi harapan munculnya “kritisisme” masyarakat, paling tidak di kalangan Mahasiswa Nagan Raya. HMI menjadi salah satu CSO potensial yang dapat didorong dan dilibatkan dalam agenda-agenda penguatan kehidupan demokrasi di Nagan Raya. Aktivis HMI dan KOHATI memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kader-kader CSO yang potensial untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Nagan Raya. 
F. REKOMENDASI
Berdasarkan kondisi Nagan Raya seperti diuraikan di atas penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh CSO di Nagan Raya pada tiga level. Pada level CSO. Pertama, melakukan konsolidasi aktivis CSO ke dalam “inner circle” sebagai kekuatan demokrasi. Inner circle inilah yang akan mendorong aktivasi CSO melalui pelibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan pengembangan demokrasi dan kapasitas kelembagaan CSO. Kedua, mengembangkan inovasi sumber pendanaan melalui kegiatan fund raising mandiri dan berkelanjutan serta penguatan kelembagaan CSO. Masalah pendanaan menjadi isu penting dalam keberlanjutan aktivitas CSO sehingga memikirkan dari mana sumber-sumber pendanaan perlu dipikirkan oleh aktivis CSO. Ketiga, membangun kredibilitas dan modal sosial melalui penguatan networking dan linkage dengan masyarakat. Penerimaan masyarakat kepada CSO berpengaruh terhadap efektifitas CSO dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan publik. Karena itu membangun linkage dengan masyarakat adalah sesuatu yang penting dengan memaksimalkan modalitas sosial yang ada. Keempat, membangun relasi kritis (critical engagement) dan kemitraan kritis (critical partnership) dengan PEMDA  untuk penguatan praktik-praktik  berdemokrasi. CSO dan PEMDA bisa saja bekerjasama melakukan program-program tertentu dengan catatan CSO tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada masyarakat. 
Pada level pemerintah, penelitian ini merekomendasikan dua agenda yang bisa dilakukan. Pertama, membuka peluang kemitraan kritis dengan CSO dengan merancang bentuk-bentuk pengembangan kapasitas secara partisipatif bersama CSO melalui pengalokasian sumber daya (kebijakan dan dana) untuk pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi perempuan. Kedua, dan memperluas keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat menjadi well informed. Misalnya saja penerbitan media alternatif yang dikelola bersama dengan kalangan CSO. Hal ini penting karena masyarakat Nagan Raya minim informasi. 
Pada level masyarakat perlu adanya pencerahan politik bagi masyarakat, terutama yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak suaranya pada orang-orang yang dianggap berkompeten dalam mengurusi tatakelola pemerintah yang baik bukan didasarkan pada keturunan yang dianggap terhormat. Menyelenggarakan pendidikan kritis bagi masyarakat adalah bagian penting dalam mendorong demokratisasi. Pendidikan kritis harus diikuti oleh pembentukan simpul-simpul belajar masyarakat dan pelibatan mereka dalam agenda-agenda forum warga. Selain rekomendasi tersebut, SATUNAMA perlu melakukan asistensi dan mentoring yang serius bagi peningkatan sumber daya manusia aktivis NGO yang ada di Nagan Raya, baik mengenai manajemen organisasi, perkaderan, strategi advokasi maupun kemampuan di bidang fundraising lembaga. Hal ini mensyaratkan adanya informasi yang lebih mendalam mengenai penyebab mundurnya NGO, serta pemetaan lebih lanjut terkait dengan NGO mana saja yang masih eksis dan membutuhkan pendampingan secara berkala. 
BAB V: KESIMPULAN DAN ROAD MAP
Kesimpulan

Desentralisasi, demokratisasi dan civil society memiliki hubungan-hubungan spesial dan telah menjadi tema-tema kunci dalam wacana politik paling berpengaruh yang harus dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia yang baru saja lepas dari cenkraman otoritarianisme. Hubungan antara ketiganya sering dikaitkan dengan partisipasi warga yang lebih luas dan terwujudnya kesejahteraan warga. Seperti disampaikan di bagian latarbelakang penelitian ini bahwa desentralisasi bukankah semata-mata dipersepsikan sebagai teknokratisasi seperti keyakinan kalangan neo-institusiolis yang jauh dari politik dan sepi dari konflik. Penelitian ini dapat menarik beberapa kesimpulan seperti di bawah.

Pertama, tidak serta merta desentralisasi mendukung dan memperkuat demokrasi namun justru desentralisasi digunakan oleh pemimpin-pemimpin lokal yang memburu rente dari kebijakan yang dibuatnya dengan, kadang-kadang, menggunakan pendekatan “represif”. Pengalaman di Nagan Raya-Aceh dan  Merauke-Papua memperlihatkan kecenderungan ini. Kubu Raya-Kalimantan Barat dalam hal ini sedikit berbeda dengan kecenderungan yang ada di dua kabupaten yang lain. Kedua, CSO belum merumuskan posisinya dalam konteks demokrasi yang dinamis. Posisi yang tidak begitu jelas ini karena CSO keasyikan sendiri dalam kegiatan-kegiatan programatik sehingga lupa meletakkan kegiatan-kegiatannya dalam kerangka perubahan yang lebih luas. CSO juga seperti terlupa untuk merefleksikan konteks sosial-ekonomi-politik sehingga CSO dapat dengan tepat dan baik memposisikan diri di mana. 
Ketiga, problem fragmentasi CSO untuk masing-masing wilayah masih sangat kentara. Terutama untuk Kubu Raya-Kalimantan Barat dan Merauke-Papua. Di dua wilayah ini aktivitas CSO cukup dinamis akan tetapi mereka belum memiliki agenda bersama demokratisasi, mereka masih terfragmentasi menjadi kelompok-kekuatan berserak yang tidak terkonsolidasi sebagai kekuatan demokrasi. Keempat, kapasitas kelembagaan CSO menjadi salah satu isu keberlanjutan CSO yang patut diperhatikan terutama untuk Nagan Raya-Aceh. Kelima, peran demokrasi CSO di masing-masing wilayah masih dalam ruang lingkup program, CSO belum tampil sebagai kekuatan penekan demokratis yang memiliki pengaruh lebih luas bagi perbaikan konteks sosial-ekonomi-politik di masing-masing wilayah.  
Road Map Program
Demokrasi membutuhkan pergulatan untuk mewujudkannya. Dalam konteks program ini membutuhkan road map sebagai petunjuk agar kerja-kerja perjuangan CSO menuju demokrasi menjadi terukur. Dibutuhkan milestone untuk menandai kegagalan dan keberhasilan yang nanti akan dihadapi. Hal ini akan berguna sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini.  
Berikut ini akan dipaparkan semacam peta umum perubahan yang bisa dilakukan dalam penguatan dan pengembangan demokrasi di tiga wilayah program. Peta jalan ini bertingkat pada level dengan menyadari bahwa masing-masing level terdapat lapis-lapis persoalannya sendiri sesuai dengan konteks masing-masing area program di tiga wilayah. 











Langkah-1: Mengkonsolidasi Aliansi CSO
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh SATUNAMA adalah mengkonsolidasi aliansi CSO di tingkat Kabupaten. Aliansi memainkan dua fungsi strategis: (1). Fungsi Horizontal. Aliansi berfungsi sebagai arena belajar bagi CSO untuk memperkuat demokrasi; (2) Fungsi Vertikal.  Ke basis masyarakat, aliansi melakukan pemberdayaan masyarakat akar rumput dan mendorong perubahan dari bawah. Ke atas aliansi melakukan advokasi kebijakan publik. Yang menjadi anggota aliansi meliputi Non Government Organization (NGO), media massa/jurnalis, aktivis partai/politisi, dosen-dosen di kampus, tokoh dan lembaga adat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama/gereja/NU/Muhammadiyyah, dan organisasi-organisasi yang lain. 
Langkah-2: Memperkuat Kapasitas Aliansi CSO
Karena konteks masing-masing wilayah yang dihadapi oleh CSO berbeda maka substansi dan materi capacity building berbeda-beda pula: (1) Kabupaten Kubu Raya lebih menekankan pada isu-isu good democratic governance dan state building, misalnya pelatihan pengawasan Pemilu, dll. (2) Kabupaten Merauke perlu mempertimbangkan materi-materi Hak Asasi Manusia (HAM): Hak Sipil-Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Hak atas Pembangunan. Juga penting untuk Merauke pelatihan managemen konflik (3) Kabupaten Nagan Raya, CSO di sana perlu dikembangkan kapasitasnya dalam hal kepemimpinan demokrasi dan managemen organisasi masyarakat sipil. 
Langkah-3: Pengorganisasian Warga Akar Rumput

Warga di akar rumput menjadi konstituen demokrasi. Mereka adalah subjek utama dari demokrasi. Yang dimaksudkan Warga Akar Rumput adalah mereka yang tinggal di Kampung-kampung di Merauke, desa-desa di Kubu Raya dan Nagan Raya. Karena mereka adalah subjek sesungguhnya demokrasi maka melakukan pemberdayaan kepada mereka sehingga mereka memilik kemampuan mendorong perubahan dari bawah adalah sesuatu yang musti dilakukan. Upaya pengorganisiran dan pemberdayaan dimaksudkan untuk menghasilkan agar Warga Akar Rumput ini menjadi active citizen yang memahami hak-haknya sebagai warga negara dan memiliki passion untuk mengartikulasikan dan meagregasikan kepentingan-kepentingannya serta memilik kapasitas untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kesetaraan politik. 
Langkah-4 : Advokasi Kebijakan Publik di Level Kabupaten
Advokasi kebijakan publik dilakukan secara bersama-sama oleh aliansi yang telah terbentuk di masing-masing wilayah. Aliansi merumuskan dan menyepakati terlebih dulu isu-isu apa yang menjadi keprihatinan bersama sebelum melakukan advokasi. Advokasi dapat dilakukan dengan melakukan lobi, komunikasi dan negoisasi dengan pengambil kebijakan, melancarkan tekanan, mengajukan konsep tanding, menyusun legal drafting, dan menyelenggarakan public hearing, dll,.

Langkah-5: Mengawal Implementasi Kebijakan Publik

Tugas aliansi CSO adalah memastikan agar kebijakan publik dilaksanakan dengan baik. Bersama Warga Akar Rumput dan aliansi CSO melakukan pengawalan dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan publik agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan. 
Langkah-6:  Mempengaruhi Opini Publik
Aliansi membutuhkan dukungan publik yang lebih luas. Salah satu yang harus dilakukan oleh aliansi di masing-masing wilayah adalah mempengaruhi kebijakan publik melalui kegiatan-kegiatan kampanye, popular education, talk show, performance art, dll. dalam rangka mempengaruhi opini publik. 
Langkah-7: Pematangan dan Penguatan Posisi dan Peran Aliansi CSO sebagai Kekuatan Demokrasi

SATUNAMA bersama dengan aliansi perlu melakukan pematangan dan penguatan posisi dan peran aliansi sebagai elemen kekuatan demokrasi yang diperhitungkan di masing-masing wilayah. Aliansi menampilkan diri sebagai kelompok demokratik yang disegani oleh pemerintah daerah masing-masing, baik di Merauke-Papua, Nagan Raya-Aceh, dan Kubu Raya-Kalimantan Barat. 
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